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BAB 1 
PENGENALAN AKUNTANSI 
KEBERLANJUTAN 
 
Oleh Hardianti Pertiwi 
 
1.1 Latar Belakang Akuntansi Keberlanjutan 

(Lako, 2018; 66) bahwa Akuntansi keberlanjutan 
merupakan suatu hal pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, 
peringkasan, pelaporan, serta pengungkapan yang terintegrasi 
terhadap objek, transaksi, atau peristiwa keuangan, sosial, dan 
lingkungan pada proses suatu akuntansi untuk menghasilkan 
beberapa informasi akuntansi keuangan yang dibutuhkan, sosial 
dan lingkungan yang utuh, terpadu, serta relevan yang sangat 
bermanfaat bagi para pemakai dalam pengambilan suatu 
keputusan pada pengelolaan ekonomi dan nonekonomi. 

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat tiga unsur utama 
keberlanjutan. Setiap unsur tersebut mencakup hal-hal berikut: 

 
Faktor 

Lingkungan 
Sosial Ekonomis 

 Air 
 Berbahaya dan 
limbah non B3 

 Energi 
 Gas-gas rumah 
kaca 

 Emisi 
 Mendaur Ulang 
 Pengemasan 

 Kondisi kerja 
 Perbedaan 
 Investasi 

komunitas 
 Hak Asasi 

Manusia dan 
perdagangan 
yang adil 

 Kebijakan 
public 

 Keamanan 
 Anti korupsi 

 Tata kelola 
perusahaan 

 Kinerja 
keuangan 

 Akuntabilitas/ 
Transparansi 

 Nilai 
Stakeholder 

 Performa 
Ekonomi 
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Sejarah menunjukkan bahwa dunia usaha berkembang 
pesat sejak Revolusi Industri. Namun, kemajuan dalam industri 
dan ekonomi ini juga berdampak negatif pada lingkungan. Isu 
kerusakan lingkungan yang dianggap sebagai hasil dari 
eksploitasi industri atas sumber daya alam mulai muncul. 

Selama krisis energi 1970-an, bidang akuntansi mulai 
mendapat perhatian. Pada tahun 1980-an Krisis energi berakhir 
dan membuka era baru dalam kemakmuran ekonomi, meskipun 
masalah tersebut hanya dipertimbangkan untuk sementara 
waktu. Sebelum standar untuk mengukur dampak ekonomi 
dibuat, praktik akuntansi keberlanjutan telah merosot. 
Peraturan dan persetujuan telah dicapai mengenai cara 
menghitung faktor lingkungan-sosial dan faktor lain yang sulit 
dihitung. 

Tahun 1990-an, ada peningkatan besar pada aktivitas 
perlindungan lingkungan yang membuat akuntansi lingkungan 
lebih dikenal oleh konsumen dan bisnis. Seiring waktu, standar 
pada akuntansi untuk lingkungan hidup telah ditetapkan di 
beberapa organisasi akuntansi yang terkemuka, yaitu Komite 
Eksekutif Standar Akuntansi American Institute of CPA dan 
Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Terdapat enam alasan 
utama untuk menggunakan akuntansi keberlanjutan, yaitu: 
1. Greenwashing 
2. Mimikri dan tekanan industry 
3. Tekanan legislative 
4. Tekanan oleh pemangku kepentingan dan memastikan 

"lisensi untuk beroperasi" 
5. Pengaturan secara mandiri, tanggung jawab pada 

perusahaan dan alasan yang beretika 
6. Mengelola kasus pada bisnis untuk keberlanjutan 

 
Ada juga beberapa komponen akuntansi keberlanjutan, 

seperti: 
1. Identifikasi pengakuan pada pengaruh yang negatif dalam 

aktivitas pada bisnis perusahaan tersebut terhadap 
lingkungan pada praktik konvensional akuntansi. 

2. Mencari, mengidentifikasi, dan memeriksa persoalan dalam 
bidang akuntansi konvensional yang telah bertentangan 
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dengan beberapa kriteria sosial dan lingkungan, serta 
memberikan solusi. 

3. Melakukan beberapa langkah yang proaktif untuk menyusun 
inisiatif dalam memperbaiki lingkungan pada praktik 
konvesional akuntansi. 

4. Mengembangkan format yang baru pada sistem dalam 
akuntansi keuangan dan non-keuangan, serta sistem pada 
pengendalian terhadap pendukung setiap keputusan 
manajemen yang ramah lingkungan. 

5. Mengidentifikasi pendapatan dan beberapa biaya apabila 
suatu perusahaan lebih peduli terhadap sosial dan 
lingkungan dari berbagai sistem perbaikan lingkungan. 

6. Mengembangkan penilaian, pelaporan internal dan 
eksternal, serta format kerja pada perusahaan. 

 
Sebagai bagian dari paket pelaporan akuntansi, informasi 

akuntansi keuangan (ekonomi), sosial, lingkungan, dan 
akuntansi digabungkan sehingga pemangku kepentingan dapat 
menggunakannya untuk menilai dan membuat keputusan 
tentang investasi ekonomi, manajemen, dan lain-lain. Tujuannya 
adalah agar para pengguna, yang terdiri dari pemegang saham, 
manajemen, kreditur, pelanggan, pegawai, masyarakat umum, 
serta pemerintah dapat melihat dan menilai secara menyeluruh 
kinerja dan posisi keuangan pada perusahaan, risikonya, 
prospek dalam pertumbuhan bisnis, dan kinerja labanya, serta 
keberlanjutannya sebelum membuat keputusan dalam bidang 
ekonomi maupun non-ekonomi. Dalam mengelola bisnis harus 
bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, pemangku 
kepentingan dapat sepenuhnya memahami informasi akuntansi 
tentang kualitas manajemen. Ini adalah komponen penting yang 
menentukan apakah pertumbuhan dan keuntungan perusahaan 
akan bertahan dalam jangka panjang. 

Namun, masih ada beberapa tantangan besar yang 
menghalangi penggabungan keberlanjutan ke dalam proses 
organisasi. Akuntansi keberlanjutan menghadapi beberapa 
masalah. Yang pertama adalah tidak memiliki pemahaman yang 
baik mengenai apa yang dimaksud dengan "pembangunan 
berkelanjutan". Definisi “Pembangunan yang berkelanjutan” 
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menurut Brundland Report bahwa “konstruksi yang dapat 
memenuhi setiap kebutuhan saat ini sambil mempertahankan 
kemampuan generasi berikutnya agar dapat memenuhi semua 
kebutuhan mereka sendiri” Dalam implementasinya 
pembangunan berkelanjutan ini dimanifestasikan oleh 17 item 
Sustainability Development Goals (SDGs). 

 

 
Sumber: https://www.thegef.org/topics/safeguarding-global-

commons 
 
Terlepas dari kenyataan bahwa ini dianggap sebagai 

kendala dalam menerapkan akuntansi keberlanjutan untuk 
organisasi. Namun, SDG dapat dihubungkan ke dalam strategi 
organisasi melalui berbagai framework dan model, seperti yang 
ditunjukkan di bawah ini: 

https://www.thegef.org/topics/safeguarding-global-commons
https://www.thegef.org/topics/safeguarding-global-commons
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Sumber: ACCA, 2017 

 
SDG akan menjadi lebih mudah bagi perusahaan untuk 

memasukkannya ke dalam strategi mereka melalui berbagai 
struktur yang tercantum pada tabel di atas. Jika pada 
perusahaan berkomitmen telah memprioritaskan target SDG 
tertentu yang akan dicapai perusahaan tersebut, namun ada 
beberapa SAK yang bisa digunakan, serta menjadi pusat 
perhatian perusahaan yang memasukkan SDG ke dalam laporan 
keuangan (Triwahyuni, 2018), yaitu: 
1. Pencadangan Biaya Lingkungan dan PSAK 57 Provisi, 

Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi 
Untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi perusahaan 
dapat dilakukan secara lestari, SDG mengutamakan 
kepedulian perusahaan terhadap keberlangsungan 
lingkungan hidup. 

2. Perubahan Teknologi secara Cepat dan PSAK 48 Penurunan 
Nilai Aset 
Perusahaan yang ingin tetap berkelanjutan harus segera 
beradaptasi dengan teknologi karena SDA yang sangat 
terbatas, serta teknologi yang maju pesat. Perusahaan wajib 
untuk mempertimbangkan penggunaan PSAK 48 saat 
menilai penurunan nilai aset mereka karena kemajuan 
teknologi dapat menyebabkan aset menjadi usang lebih 
cepat. 
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3. Pengngkapan Manajemen Risiko dalam PSAK 60 Instrumen 
Keuangan: Pengungkapan 
Misalkan Anda merupakan salah satu bank yang sebagian 
besar klien Anda adalah perusahaan agrikultur. Jika suhu 
Bumi naik dua derajat saja, itu dapat berdampak besar pada 
bisnis klien di masa yang akan datang. Kerusakan pada 
lingkungan, serta pemanasan global berpotensi 
meningkatkan suhu di dalam Bumi. Peningkatan pada suhu 
tersebut dapat menyebabkan kekeringan atau kegersangan 
di beberapa negara tempat klien bekerja, yang menambah 
biaya mereka. Selain itu, peningkatan pada suhu dapat 
menyebabkan semua es di kutub dapat mencair, 
menyebabkan permukaan air laut dapat meningkat dan 
terjadi banjir di beberapa kota tertentu. Perusahaan, baik 
pembiayaan maupun agrikultur, harus mempertimbangkan 
semua perubahan iklim ini sebagai risiko bisnis. Perusahaan 
harus mengelola dan mengungkapkan risiko lingkungan 
dengan baik, terutama yang berkaitan pada instrumen 
keuangan. 

4. Memperhitungkan Risiko pada Lingkungan dalam Model 
Penurunan Nilai PSAK 71 Instrumen Keuangan 
Instrumen keuangan yang bersifat jangka panjang, seperti 
pinjaman jangka panjang, serta pemberi pinjaman harus 
mempertimbangkan potensi bahaya lingkungan. Asumsi lain 
yang berkaitan dengan risiko lingkungan, seperti 
peningkatan curah hujan dan risiko gempa bumi, yang 
muncul dalam kasus sebelumnya di mana suhu bumi 
meningkat beberapa derajat. 

5. Kesetaraan Gender dan PSAK 24 Imbalan Kerja 
Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan SDG. 
Semua karyawan perusahaan harus memiliki hak dan 
kewajiban yang sama. Dalam sebuah Riset Bank Dunia 
bahwa kesenjangan pada upah antara buruh laki-laki dan 
perempuan masih sangat tinggi (World Bank, 2015), 
terutama bagi buruh perempuan yang tingkat pendidikan 
rendah. Dalam hal imbalan kerja perusahaan, menyetarakan 
upah pekerja laki-laki dan perempuan berdampak langsung 
pada beban kerja. Kesetaraan jender mencakup bukan 
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hanya masalah upah laki-laki yang setara dengan 
perempuan, tetapi juga memberikan manfaat yang setara 
bagi pekerja perempuan, seperti cuti melahirkan. Karyawan 
laki-laki tidak memiliki hak cuti melahirkan tiga bulan yang 
dimiliki perempuan. Hal tersebut sering dikritik karena laki-
laki yang telah berkeluarga juga mengalami efek kehadiran 
bayi baru di keluarganya, seperti kurang tidur dan 
kelelahan. Selain itu, banyak perusahaan memberikan hak 
cuti kepada karyawan laki-laki baru yang memiliki anak. 
Jumlah kompensasi kerja yang dibayarkan perusahaan pasti 
akan dipengaruhi oleh peningkatan kompensasi cuti ini. 

6. Beban Pengembangan Riset dan PSAK 19 Aset Tak Berwujud 
Sustainable Development Goals (SDGs) tidak hanya 
menimbulkan biaya tambahan yang wajib ditanggung; 
mereka juga membuka beberapa peluang bisnis baru, 
seperti energi yang terbarukan, bisnis yang berbasis 
platform yang memotong rantai nilai konvensional, atau 
produk agrikultur yang premium, seperti bahan makanan 
organik. Produk yang disertifikasi ramah lingkungan dan 
produk yang lebih hemat energi diperlukan oleh masyarakat 
global yang semakin peduli dengan lingkungan. Kegiatan 
riset dan pengembangan dapat digunakan oleh dunia bisnis 
untuk memenuhi kebutuhan ini. Perusahaan harus 
mempertimbangkan SDGs saat membuat produk baru. 
Misalnya, membuat kemasan produk yang tidak 
menggunakan plastik dan ramah lingkungan. Perusahaan 
menggunakan pengembangan dan riset sebagai ujung 
tombak dalam menciptakan inovasi dan bisnis yang 
berkelanjutan. 

 

1.2 Akuntansi Manajemen Lingkungan 
Setiap produk perusahaan mengandung biaya. 

Perusahaan membuat dua jenis produk: produk berwujud dan 
produk tidak berwujud. Produk tidak berwujud juga disebut 
sebagai jasa, dan mereka dibuat dengan bahan, tenaga kerja, dan 
sumber daya modal.  
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Tujuan utama akuntansi manajemen lingkungan adalah 
untuk menghitung biaya lingkungan. Tujuan lainnya, yaitu: 
1. Memonitor dan mengevaluasi informasi terukur dari sisi 

keuangan, serta unsur manajerial. 
2. Memonitor arus setiap data, energi dan bahan yang saling 

memiliki hubungan timbal balik untuk meningkatkan 
efisiensi pemanfaatan setiap bahan dan energi 

3. Meminimalisir dampak pada lingkungan dari operasional 
perusahaan, beberapa produk maupun jasa 

4. Mengurangi beberapa risiko pada lingkungan 
5. Meningkatkan kinerja manajemen perusahaan. 

 
Akuntansi manajemen lingkungan memiliki data yang 

diproses untuk memberikan informasi kepada para pihak yang 
berkepentingan, seperti akuntansi keuangan dan manajemen 
konvensional. Beberapa informasi pada akuntansi manajemen 
lingkungan terdiri dari: 
1. Informasi fisik 

Data yang akurat pada jumlah dan tujuan dari seluruh air, 
energi dan materi yang digunakan dalam mendukung 
seluruh aktivitas. Kebutuhan untuk mengetahui yang mana, 
serta berapa banyak energi, air dan materi yang dibawa 
masuk, yang menjadi produk fisik dan menjadi emisi dan 
limbah. 

2. Informasi moneter  
Data berkaitan dengan nilai moneter dari biaya yang telah 
dikeluarkan dalam aktivitas berkaitan dengan 
pertanggungjawaban lingkungan, kerusakan, dan 
pencegahan dampak lingkungan dan sosial. 

 
Apabila menerapkan akuntansi manajemen lingkungan, 

organisasi akan memperoleh keuntungan, antara lain: 
1. Dapat membantu dalam setiap pengambilan keputusan  
2. meningkatkan performa pada ekonomi dan lingkungan 

usaha  
3. akan mampu memuaskan semua pihak yang terkait  
4. dalam usaha secara simultan dapat meningkatkan performa 

pada sisi lingkungan maupun ekonomi. 
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1.3 Biaya Sosial dan Lingkungan 
Biaya sosial dan lingkungan merupakan biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengurangi maupun 
mengembalikan kondisi lingkungan dan sosial pada perusahaan 
ke kondisi yang normal, sebagai hasil dari kegiatan perusahaan. 
Biaya lingkungan bisa didefinisikan sebagai biaya yang terjadi 
karena kualitas lingkungan yang buruk. Sehingga, biaya 
lingkungan berhubungan dengan kreasi, deteksi, perbaikan, dan 
pencegahan degradasi lingkungan (Hansen dan Mowen, 2007). 

Biaya lingkungan disebut juga sebagai biaya kualitas 
lingkungan total (Environmental Quality Cost). Pada model 
kualitas lingkungan total, keadaan yang ideal dimana tidak ada 
kerusakan lingkungan (sama dengan cacat nol pada manajemen 
kualitas total). Kerusakan didefinisikan sebagai degradasi 
langsung dari lingkungan, seperti emisi residu benda padat, cair, 
atau gas kedalam lingkungan (misalnya pencemaran air dan 
pencemaran udara), atau degradasi tidak langsung seperti 
penggunaan bahan baku dan energi yang tidak perlu (Hansen 
dan Mowen, 2007). 

 

1.4 Laporan Biaya Lingkungan 
Laporan biaya lingkungan yang baik adalah laporan yang 

memberikan perincian biaya lingkungan yang jelas dan 
memberikan dua hasil, yaitu: 
1. Dampak biaya pada lingkungan terhadap profitabilitas pada 

perusahaan  
2. Banyaknya relatif yang dapat dihabiskan untuk setiap 

kategori. 
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BAB 2 
KERANGKA KERJA PELAPORAN 
BERKELANJUTAN 
 
Oleh Renika Hasibuan 
 
2.1 Pendahuluan 
 Di era digital sekarang ini, persaingan perusahaan sangat 
kompetitif. Dengan perkembangan dunia usaha memberikan 
dampak positif yaitu dapat menyediakan lapangan pekerjaan 
bagi masyarakat serta dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Seiring perkembangan dan pertumbuhan 
perusahaan-perusahaan di setiap negara, maka tingkat 
kerusakan lingkungan dan kesenjangan sosial menjadi masalah 
yang cukup serius. Kegiatan ekonomi pada hakikatnya tidak 
dapat dipisahkan dari alam yakni memerlukan input dari alam, 
baik untuk bahan baku, sumber energi, air, udara maupun jasa 
lingkungan lainnya seperti pemandangan alam yang sangat 
penting bagi industri tertentu, misalnya pariwisata. Semua input 
dari alam ini dikombinasikan dengan input lainnya seperti 
tenaga kerja dan modal menghasilkan output untuk dikonsumsi 
oleh manusia. 
 Kegiatan produksi sangat terkait dengan lingkungan alam 
dimana semua sumber daya untuk diolah menjadi produk atau 
jasa yang dibutuhkan manusia didapatkan dari alam.  
Pengambilan sumber  daya  yang  berlebihan  dari  alam  akan  
meningkatkan kelangkaan dan akhirnya akan mengancam 
keberlanjutan pemanfaatan sumber daya tersebut.  Di lain pihak, 
alam juga menjadi tempat untuk membuang sisa aktifitas 
produksi dan konsumsi yang kebanyakan bersifat merusak alam. 
Dampaknya dapat mengurangi kesejahteraan manusia dan dapat 
mengurangi kemampuan alam untuk memberikan hasil alam 
terbaiknya (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). 
 Kegiatan ekonomi pada hakikatnya tidak dapat 
dipisahkan dari alam yakni memerlukan input dari alam, baik 
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untuk bahan baku, sumber energi, air, udara maupun jasa 
lingkungan lainnya seperti pemandangan alam yang sangat 
penting bagi industri tertentu, misalnya pariwisata. Kerusakan 
lingkungan merupakan permasalahan yang cukup serius seiring 
dengan tumbuh dan berkembangnya perusahaan-perusahaan di 
setiap negara. Salah satu penyebab dari kerusakan lingkungan 
adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan dengan cara 
yang tidak sesuai untuk mendapatkan keuntungan ekonomi  
yang besar. Selain itu, kegiatan produksi perusahaan juga dapat 
menyebabkan pencemaran lingkungan yang akan berdampak 
terhadap konflik sosial. Perusahaan harus lebih memperhatikan 
tanggung jawab sosial dan lingkungan agar dapat memperoleh 
legitimasi atas peran sosial dan kepedulian lingkungan yang 
telah dilakukan oleh perusahaan, sehingga perusahaan akan 
mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat 
(Otoritas Jasa Keuangan, 2014). 
  Implementasi akuntansi keberlanjutan oleh banyak 
perusahaan besar, termasuk dalam industri manufaktur, dagang, 
dan jasa, merupakan tindakan strategis untuk memahami dan 
mengelola dampak lingkungan dari kegiatan operasional. 
Penilaian dari sudut pandang biaya dan manfaat atau efek 
kegiatan terhadap keberlanjutan operasional perusahaan 
menjadi kunci dalam memastikan bahwa perusahaan dapat 
menjadi "going concern" atau berkelanjutan dalam jangka 
panjang.  
 

2.2 Pengungkapan Akuntansi Lingkungan 
 Pengungkapan akuntansi lingkungan merupakan proses 
menyampaikan informasi terkait dampak dan kinerja 
lingkungan suatu organisasi melalui laporan keuangan dan 
laporan lainnya. Pengungkapan ini memungkinkan pemangku 
kepentingan untuk memahami bagaimana perusahaan 
mengelola isu-isu lingkungan, mematuhi regulasi, dan 
berkontribusi pada keberlanjutan. Berikut adalah penjelasan 
lebih lanjut mengenai pengungkapan akuntansi lingkungan:  
 
 



 

13 

1. Tujuan Pengungkapan Akuntansi Lingkungan 
 Adapun tujuan pengungkapan akuntansi lingkungan 
adalah sebagai berikut : 
a.  Transparansi dan Akuntabilitas 

1) Memberikan transparansi mengenai dampak 
lingkungan perusahaan.  

2) Menyediakan informasi yang transparan dan terukur 
mengenai kinerja perusahaan dalam tiga pilar 
keberlanjutan: ekonomi, lingkungan, dan sosial. 

3) Meningkatkan akuntabilitas perusahaan terhadap 
pemangku kepentingan. 

b. Pengambilan Keputusan 
Memberikan pemangku kepentingan, termasuk investor, 
pelanggan, dan karyawan, data yang relevan untuk 
membuat keputusan yang informasional dan 
berkelanjutan. 

c. Peningkatan Kinerja Berkelanjutan 
Menetapkan dasar untuk perbaikan dan peningkatan 
kinerja perusahaan dalam praktik berkelanjutan. 

d. Kemitraan dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan 
Membangun hubungan yang kuat dengan pemangku 
kepentingan dengan berbagi informasi yang jelas dan 
terperinci. 

e. Kepatuhan Regulasi 
Menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi 
dan standar lingkungan. 

f. Manajemen Risiko 
1) Mengidentifikasi dan mengungkapkan risiko 

lingkungan yang dihadapi perusahaan. 
2) Menjelaskan strategi pengelolaan risiko lingkungan. 

g. Promosi Praktik Berkelanjutan 
1) Memberikan informasi tentang inisiatif 

berkelanjutan dan praktik bisnis yang ramah 
lingkungan. 

2) Mendorong adopsi praktik-praktik terbaik dalam 
industri. 
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h. Pembandingan dan Diferensiasi 
1) Memungkinkan perusahaan untuk membandingkan 

kinerja berkelanjutan mereka dengan industri 
sejenis. 

2) Meningkatkan diferensiasi dari pesaing dengan 
menunjukkan komitmen nyata terhadap 
keberlanjutan. 

 
2. Elemen Pengungkapan Akuntansi Lingkungan 

 Pengungkapan adalah sesuatu yang diketahui untuk 
diungkapkan. Dalam kasus akuntansi, pengungkapan dilihat 
sebagai alat motivasi yang digunakan untuk mensimulasikan 
tindakan oleh orang-orang tertentu yang disebut sebagai 
pembuat keputusan. Istilah pengungkapan dalam akuntansi 
mengacu pada penyajian dan pengungkapan laporan 
keuangan perusahaan. Penyajian dan pengungkapan 
merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 
Pengungkapan memiliki arti menyediakan informasi dalam 
laporan keuangan yang meliputi laporan keuangan itu sendiri, 
catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan 
yang berkaitan dengan laporan keuangan (Suwardjono, 
2014). 
 Adapun elemen pengungkapan akuntansi lingkungan 
adalah sebagai berikut:  
a. Pengungkapan Ekonomi 

Pengungkapan ekonomi dalam akuntansi berkelanjutan 
mencakup penyajian informasi terkait kinerja keuangan 
dan aspek ekonomi lainnya yang relevan dengan dimensi 
keberlanjutan. Tujuan dari pengungkapan ini adalah 
memberikan pemahaman yang komprehensif tentang 
bagaimana perusahaan mengelola aspek ekonomi dari 
operasinya dengan mempertimbangkan dampaknya 
terhadap keberlanjutan jangka panjang. 
Pengungkapan ekonomi meliputi : 
1) Catatan Atas Laporan Keuangan 

a) Catatan atas laporan keuangan menyajikan 
informasi tentang kewajiban atau biaya 
lingkungan yang mungkin mempengaruhi 



 

15 

keberlanjutan operasional. Pengungkapan 
tentang kewajiban yang mungkin timbul akibat 
dampak lingkungan, termasuk rehabilitasi lahan 
atau tanggung jawab lingkungan jangka panjang. 

b) Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan 
Pengungkapan tanggungjawab terhadap 
lingkungan memberikan informasi mengenai 
tanggung jawab hukum dan finansial perusahaan 
terkait dampak lingkungan. Dalam hal ini yaitu 
adanya biaya Lingkungan Langsung dan Tidak 
Langsung, sehingga dibutuhkan informasi detail 
biaya operasional dan investasi yang terkait 
langsung dan tidak langsung dengan dampak 
lingkungan. 

2) Pendapatan dan Biaya Berkelanjutan 
a) Pendapatan Berkelanjutan  

Pendapatan berkelanjutan merupakan informasi 
mengenai pendapatan dari produk atau layanan 
berkelanjutan. 

b) Biaya dan Penghematan Berkelanjutan 
Pengungkapan biaya dan penghematan yang 
berhubungan dengan praktik berkelanjutan yaitu 
seperti investasi dalam teknologi hijau. 
 

b. Pengungkapan Lingkungan 
Pengungkapan lingkungan dalam akuntansi berkelanjutan 
melibatkan penyajian informasi terperinci tentang 
dampak dan kinerja lingkungan suatu organisasi. Tujuan 
dari pengungkapan ini adalah memberikan transparansi 
dan akuntabilitas terkait dengan praktik-praktik dan 
inisiatif lingkungan yang diadopsi oleh perusahaan. 
Dengan cara ini, pemangku kepentingan, seperti investor, 
konsumen, dan masyarakat umum, dapat memahami 
sejauh mana perusahaan memahami dan mengelola 
dampaknya terhadap lingkungan. 
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c. Pengungkapan Sosial 
Pengungkapan sosial dalam akuntansi berkelanjutan 
mencakup penyajian informasi terperinci mengenai 
dampak dan kinerja sosial suatu organisasi. Tujuan dari 
pengungkapan ini adalah memberikan transparansi dan 
akuntabilitas terkait dengan praktik-praktik sosial dan 
kemanusiaan yang diadopsi oleh perusahaan. Informasi 
ini tidak hanya mencakup hubungan perusahaan dengan 
karyawan, tetapi juga dengan masyarakat umum dan 
komunitas tempat perusahaan beroperasi 

d.  Pengungkapan Inovasi dan R&D (Inovasi) 
Pengungkapan inovasi dan penelitian dan pengembangan 
(R&D) dalam akuntansi berkelanjutan melibatkan 
penyajian informasi terkait upaya perusahaan dalam 
menciptakan solusi baru, teknologi hijau, dan berbagai 
inovasi untuk mendukung tujuan keberlanjutan. 
Pengungkapan ini memberikan pemahaman tentang 
bagaimana perusahaan memanfaatkan R&D dan inovasi 
untuk mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan 
efisiensi, dan menciptakan produk atau layanan yang 
lebih berkelanjutan. 
 

3. Laporan Berkelanjutan atau Keberlanjutan 
 Laporan keberlanjutan, juga dikenal sebagai laporan 
berkelanjutan atau laporan tanggung jawab sosial 
perusahaan (CSR), adalah dokumen yang disusun oleh suatu 
organisasi untuk menyampaikan informasi terkait dengan 
dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan 
operasionalnya. Laporan ini bertujuan memberikan 
gambaran yang komprehensif tentang kontribusi positif 
perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta 
bagaimana perusahaan mengelola risiko dan tantangan 
keberlanjutan.  
 Laporan berkelanjutan adalah bentuk laporan yang 
menyajikan informasi terperinci mengenai kinerja suatu 
organisasi dalam hal ekonomi, lingkungan, dan sosial. 
Laporan ini mencakup berbagai aspek, termasuk dampak 
ekonomi perusahaan, praktik-praktik berkelanjutan yang 
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diadopsi, dan kontribusi sosialnya. Tujuan utama laporan 
berkelanjutan adalah memberikan pemahaman yang holistik 
tentang bagaimana perusahaan memandang dan mengelola 
dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.  
 Berikut adalah beberapa elemen umum yang biasanya 
disertakan dalam laporan keberlanjutan yaitu : 
a. Ringkasan Eksekutif : Gambaran singkat tentang tujuan 

dan hasil utama yang dicapai oleh perusahaan dalam 
periode tertentu. 

b. Profil Perusahaan : Sejarah singkat perusahaan, Visi, misi, 
dan nilai-nilai perusahaan. 

c. Pemangku Kepentingan dan Keterlibatan: Daftar 
pemangku kepentingan utama Perusahaan dan strategi 
keterlibatan dan dialog dengan pemangku kepentingan. 

d. Kinerja Ekonomi: Informasi keuangan, seperti laporan 
laba rugi, neraca, dan laporan arus kas serta analisis tren 
keuangan dan rasio kinerja. 

e. Kinerja Sosial: Kesejahteraan karyawan, keamanan kerja, 
dan program pelatihan serta diversitas dan inklusi juga 
keterlibatan dalam masyarakat dan inisiatif tanggung 
jawab sosial. 

f. Kinerja Lingkungan: Emisi gas rumah kaca dan dampak 
lingkungan lainnya serta pengelolaan limbah dan 
program daur ulang juga penggunaan sumber daya alam 
dan efisiensi energi. 

g. Inovasi dan R&D: 
Investasi dalam inovasi dan penelitian dan 
pengembangan serta pengembangan produk atau 
layanan berkelanjutan dan Paten dan hak kekayaan 
intelektual. 

h. Pengungkapan Akuntansi Lingkungan: 
Pengungkapan terkait biaya dan manfaat ekonomi dari 
praktik-praktik berkelanjutan serta identifikasi risiko 
lingkungan dan tindakan pengurangan risiko. 

i. Tujuan dan Rencana Masa Depan: tujuan berkelanjutan 
yang ingin dicapai oleh Perusahaan dan rencana strategis 
dan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja 
keberlanjutan. 
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j. Sistem Manajemen Keberlanjutan: pengungkapan tentang 
sistem dan kebijakan manajemen keberlanjutan yang 
diterapkan serta sertifikasi atau pengakuan dari standar 
keberlanjutan tertentu. 

k. Penghargaan dan Pengakuan: penghargaan atau 
pengakuan yang diterima perusahaan terkait dengan 
keberlanjutan serta keterlibatan dalam inisiatif atau 
program berkelanjutan global atau industri. 

l. Pelaporan Keuangan Terintegrasi: Integrasi informasi 
keberlanjutan dalam laporan keuangan utama 
Perusahaan dan menunjukkan bagaimana kinerja 
keberlanjutan terkait dengan kinerja keuangan. 

m. Verifikasi dan Validasi: Informasi mengenai proses 
verifikasi atau validasi laporan keberlanjutan oleh pihak 
eksternal atau pihak ketiga dan Menciptakan tingkat 
kepercayaan dan akuntabilitas lebih lanjut. 

n. Indeks GRI atau SASB: Jika perusahaan mengadopsi 
pedoman seperti Global Reporting Initiative (GRI) atau 
Sustainability Accounting Standards Board (SASB), 
laporan sering mencakup indeks referensi yang 
menyajikan poin-poin data sesuai dengan pedoman 
tersebut. 

 

2.3 Kerangka Kerja Pengungkapan Akuntansi 
Lingkungan 

Berbagai pedoman dan standar telah dikembangkan 
untuk membimbing perusahaan dalam menyusun laporan 
berkelanjutan yaitu Global Reporting Initiative (GRI), yang 
menyediakan kerangka kerja global untuk pelaporan 
berkelanjutan, dan Sustainability Accounting Standards Board 
(SASB), yang fokus pada pengungkapan berkelanjutan yang 
relevan dengan keuangan. 

Berbagai pedoman dan standar telah dikembangkan 
untuk membimbing perusahaan dalam menyusun laporan 
berkelanjutan yaitu :  
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1. Global Reporting Initiative (GRI) 
 Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah organisasi 
independen yang menyediakan pedoman dan standar untuk 
pelaporan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial 
perusahaan. GRI didirikan pada tahun 1997 dan telah 
berkembang menjadi satu dari kerangka kerja paling diakui 
dan digunakan di dunia untuk pelaporan keberlanjutan. 
Pengungkapan akuntansi lingkungan menggunakan 
pedoman GRI sebagai kerangka kerja untuk pengungkapan 
yaitu untuk  menyajikan informasi sesuai dengan standar 
dan indikator GRI untuk pengungkapan akuntansi 
lingkungan dan sosial. 
a. Tujuan Global Reporting Initiative (GRI)  

Adapun tujuan Global Reporting Initiative (GRI) adalah : 
1) Meningkatkan Transparansi dengan memberikan 

pedoman untuk menyusun laporan yang transparan 
dan mudah dimengerti terkait dengan aspek-aspek 
keberlanjutan suatu organisasi. 

2) Memotivasi Perusahaan dengan mendorong 
perusahaan untuk meningkatkan kinerja 
keberlanjutan mereka dan berkontribusi pada 
pembangunan berkelanjutan. 

3) Memberikan Kerangka Kerja yang Konsisten yaitu 
dengan menyediakan kerangka kerja konsisten yang 
dapat diterapkan oleh berbagai jenis organisasi di 
seluruh dunia. 

 
b. Pedoman Global Reporting Initiative (GRI) 

 Pedoman GRI terdiri dari serangkaian prinsip dan 
indikator yang dirancang untuk membantu perusahaan 
mengungkapkan dampak mereka terhadap tiga pilar 
keberlanjutan: ekonomi, lingkungan, dan sosial. Beberapa 
elemen kunci dalam pedoman GRI termasuk: 
1) Prinsip GRI 

a) Sesuai (Materiality) 
Fokus pada isu-isu yang materi untuk 
perusahaan dan pemangku kepentingan. 

b) Komprehensif (Comprehensiveness) 
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Menyajikan informasi yang mencakup aspek 
keberlanjutan yang signifikan. 

c) Netral (Neutrality) 
Memberikan informasi yang objektif dan netral. 

d) Keandalan (Sustainability Context) 
Menempatkan kinerja dalam konteks 
keberlanjutan yang lebih luas 

2) Indikator GRI 
GRI memiliki sejumlah indikator kinerja yang 
mencakup sektor ekonomi, lingkungan, dan sosial. 
Contohnya termasuk emisi gas rumah kaca, 
penggunaan energi terbarukan, tanggung jawab 
sosial perusahaan, dan sebagainya. 

3) Siklus Laporan 
GRI memberikan panduan tentang tahapan 
penyusunan laporan, dari persiapan hingga 
pemantauan dan penilaian. 

4) Indeks GRI 
Organisasi yang menggunakan pedoman GRI sering 
kali menyertakan "GRI Content Index" untuk 
membantu pemangku kepentingan menemukan 
informasi yang relevan di dalam laporan mereka. 

 
c. Penerapan GRI 

Penerapan GRI tidak bersifat wajib, tetapi banyak 
perusahaan di seluruh dunia yang memilih untuk 
mengadopsi kerangka kerja ini untuk meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas mereka dalam mengelola 
dampak keberlanjutan mereka. 

 
d. Manfaat Penerapan GRI 

1) Transparansi dan Akuntabilitas 
Transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan 
transparansi perusahaan dan memastikan 
akuntabilitas terkait dengan isu-isu keberlanjutan. 

2) Perbandingan dan Evaluasi 
Perbandingan dan evaluasi memungkinkan 
perusahaan untuk membandingkan kinerja 
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keberlanjutan mereka dengan perusahaan sejenis 
dan mengevaluasi perubahan kinerja dari waktu ke 
waktu. 

3) Peningkatan Reputasi 
Menerapkan pedoman GRI dapat meningkatkan 
reputasi perusahaan dengan menunjukkan 
komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab sosial 
dan lingkungan. 

4) Akses ke Modal dan Investasi 
Akses ke modal dan investasi dapat meningkatkan 
akses perusahaan terhadap modal dan investasi dari 
investor yang memiliki kepedulian terhadap 
keberlanjutan. 

 
 GRI secara berkala mengembangkan dan 
memperbarui pedoman mereka untuk tetap relevan 
dengan perkembangan dalam praktik keberlanjutan dan 
tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, 
perusahaan yang menggunakan GRI disarankan untuk 
mengacu pada versi terbaru pedoman tersebut. 

 
2. Sustainability Accounting Standards Board (SASB) 

 Menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh 
investor dalam membuat keputusan berkelanjutan. Dengan 
laporan berkelanjutan, perusahaan dapat 
mengkomunikasikan komitmen mereka terhadap praktik 
bisnis yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi 
positif terhadap masyarakat dan lingkungan. 
Mengintegrasikan standar SASB yang relevan dengan 
industri perusahaan dengan memperhatikan standar SASB 
yang relevan dengan industri perusahaan untuk 
pengungkapan keuangan dan berkelanjutan. Dengan 
memasukkan elemen-elemen ini dalam laporan, perusahaan 
dapat menyajikan gambaran yang komprehensif dan 
transparan mengenai dampak dan praktik keberlanjutan 
mereka. Ini membantu pemangku kepentingan dalam 
membuat keputusan dan memahami komitmen perusahaan 
terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. 
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 Pedoman SASB mencakup sektor-sektor industri tertentu 
dan memfokuskan pada isu-isu yang paling material dan 
signifikan untuk setiap sektor. Berbeda dengan GRI yang 
bersifat umum, SASB lebih berorientasi industri dan 
bertujuan memberikan indikator keberlanjutan yang 
terukur dan terkait langsung dengan performa keuangan 
perusahaan. 
Berikut adalah beberapa elemen kunci dalam pedoman 
SASB: 
a. Materialitas Industri-Spesifik 

SASB menyusun standar yang berfokus pada isu-isu 
yang paling material untuk sektor industri tertentu. 

b. Keberlanjutan yang Terintegrasi 
Hubungan dengan Kinerja Keuangan yaitu 
menjembatani hubungan antara kinerja keberlanjutan 
dan kinerja keuangan. 

c. Indikator Kinerja Keberlanjutan 
Metrics dan Indicators yaitu menyediakan metrics dan 
indikator yang spesifik dan terukur untuk mengevaluasi 
kinerja keberlanjutan. 

d. Risiko dan Peluang 
Identifikasi Risiko dan Peluang yaitu membantu 
perusahaan mengidentifikasi risiko dan peluang terkait 
keberlanjutan yang dapat mempengaruhi nilai 
perusahaan. 

e. Stakeholder Engagement 
Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Mengakui 
pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam 
proses pelaporan. 

f. Standar untuk Pelaporan Keberlanjutan 
Kesesuaian dengan Standar Pelaporan Lainnya: 
Berupaya untuk menciptakan konsistensi dengan 
standar pelaporan keberlanjutan lainnya, seperti GRI. 
 

Penerapan SASB: 
 SASB tidak menggantikan laporan keberlanjutan 
perusahaan atau standar keuangan yang sudah ada, tetapi 
lebih sebagai pelengkap. Perusahaan dapat menggunakan 
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standar SASB sebagai panduan untuk mengidentifikasi, 
mengukur, dan melaporkan informasi keberlanjutan yang 
material sesuai dengan konteks sektoral mereka. 
 
Manfaat Penerapan SASB  
Manfaat penerapan SASB adalah : 
a. Relevansi untuk Investor 

Memastikan bahwa informasi yang dilaporkan 
berhubungan langsung dengan performa keuangan dan 
relevan bagi investor. 

b. Dukungan Keputusan Investasi 
Memberikan investor informasi yang lebih terinci dan 
spesifik untuk mendukung pengambilan keputusan 
investasi berkelanjutan. 

c. Konsistensi dalam Pelaporan 
Memberikan konsistensi dalam pengungkapan 
keberlanjutan antar perusahaan di sektor yang sama. 

d. Peningkatan Akuntabilitas 
Mendorong perusahaan untuk lebih akuntabel dalam 
mengelola risiko dan peluang berkelanjutan. 

e. Meningkatkan Pemahaman Pemangku Kepentingan 
Memberikan pemangku kepentingan, termasuk investor, 
panduan yang lebih jelas tentang bagaimana 
perusahaan mengelola aspek keberlanjutan mereka. 

 
Meskipun SASB telah menjadi salah satu pemimpin dalam 

mengembangkan standar keberlanjutan yang terkait dengan 
keuangan, seperti setiap inisiatif, ada pandangan yang berbeda-
beda. Beberapa mendukung pendekatan spesifik terhadap 
sektor industri, sementara yang lain menekankan pentingnya 
kerangka kerja yang bersifat umum dan dapat diterapkan di 
berbagai sektor. Pilihan antara menggunakan GRI atau SASB 
(atau keduanya) seringkali tergantung pada kebutuhan dan 
tujuan spesifik dari perusahaan tersebut. 
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BAB 3 
INTEGRASI AKUNTANSI 
KEBERLANJUTAN DALAM BISNIS 
 
Oleh Ika Prayanthi 
 
3.1 Memahani Konsep dan Pentingnya Akuntansi 

Keberlanjutan dalam Bisnis 
Akuntansi keberlanjutan mengacu pada praktik 

mengintegrasikan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi ke 
dalam pelaporan keuangan dan proses pengambilan keputusan. 
Ketika bisnis semakin menyadari pentingnya pembangunan 
berkelanjutan, integrasi akuntansi keberlanjutan telah menjadi 
alat penting untuk mengukur dan mengelola dampak lingkungan 
dan sosial. Proses penilaian, evaluasi, dan pengungkapan 
dampak sosial dan lingkungan bisnis dikenal sebagai akuntansi 
keberlanjutan. Akuntansi keberlanjutan menghubungkan 
strategi organisasi dari kerangka kerja yang berkelanjutan 
dengan mengungkapkan data pada tingkat tiga dimensi 
lingkungan, sosial, dan tata kelola. Karena apa yang diukur akan 
dikelola, akuntansi keberlanjutan dapat membantu bisnis 
beroperasi secara berbeda. Kebijakan bisnis yang kuat dan 
ditegakkan secara kuantitatif diperlukan untuk mencapai 
keberlanjutan lingkungan, begitu pula akuntan dengan pelatihan 
yang diperlukan untuk mengukur keberlanjutan secara tepat 
dan menyeluruh. 

Akuntansi keberlanjutan adalah subkategori akuntansi 
keuangan yang berfokus pada pengungkapan informasi non-
keuangan tentang kinerja perusahaan kepada pemangku 
kepentingan eksternal, seperti pemegang modal, kreditor, dan 
otoritas lainnya. Konsep akuntansi keberlanjutan telah muncul 
dari perkembangan akuntansi dan mewakili kegiatan yang 
memiliki dampak langsung pada masyarakat, lingkungan, dan 
kinerja ekonomi suatu organisasi (Schaltegger and Burritt, 
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2010). Pentingnya akuntansi keberlanjutan dalam bisnis dapat 
dipahami melalui hal-hal penting berikut ini:  
1. Peningkatan Manajemen Risiko: Pelaporan keberlanjutan 

meningkatkan strategi manajemen risiko, memungkinkan 
perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko 
yang terkait dengan dampak sosial dan lingkungan.  

2. Optimalisasi dan Penghematan Biaya: Ini membantu dalam 
mengoptimalkan biaya dan penghematan dengan 
mengidentifikasi area untuk peningkatan manajemen 
sumber daya dan efisiensi operasional.  

3. Merampingkan Proses Pengambilan Keputusan: Akuntansi 
keberlanjutan memberikan informasi berharga untuk 
pengambilan keputusan, memungkinkan perusahaan untuk 
membuat pilihan berdasarkan informasi yang selaras 
dengan tujuan dan nilai keberlanjutan mereka.  

 
Seperti yang sudah disebutkan dalam ide sebelumnya 

bahwa akuntansi keberlanjutan adalah disiplin ilmu yang sedang 
berkembang yang berusaha mengintegrasikan pertimbangan 
lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam praktik akuntansi 
tradisional. Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran 
perusahaan akan pentingnya praktik-praktik berkelanjutan, 
akuntansi keberlanjutan telah mendapatkan daya tarik sebagai 
sarana untuk mengukur dan melaporkan dampak jangka 
panjang dari aktivitas bisnis.  

Integrasi akuntansi keberlanjutan dalam bisnis sangat 
penting untuk mempromosikan tanggung jawab perusahaan, 
meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan, dan 
mendorong penciptaan nilai jangka panjang. 
1. Tanggung jawab perusahaan dan pertimbangan etis.  

Integrasi akuntansi keberlanjutan dalam bisnis 
sangat penting untuk mempromosikan tanggung jawab 
perusahaan. Praktik akuntansi tradisional sering kali hanya 
berfokus pada kinerja keuangan, mengabaikan dampak yang 
lebih luas dari aktivitas bisnis terhadap lingkungan dan 
masyarakat. Dengan memasukkan akuntansi keberlanjutan, 
bisnis dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap 
praktik-praktik yang etis dan bertanggung jawab. Hal ini 
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tidak hanya meningkatkan reputasi mereka, tetapi juga 
selaras dengan meningkatnya ekspektasi konsumen, 
investor, dan regulator agar bisnis beroperasi dengan cara 
yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. 

Menurut Global Reporting Initiative (GRI), organisasi 
terkemuka dalam pelaporan keberlanjutan, lebih dari 90% 
dari 250 perusahaan terbesar di dunia saat ini melaporkan 
kinerja keberlanjutan mereka, yang mengindikasikan 
adanya pengakuan yang semakin besar terhadap pentingnya 
akuntansi keberlanjutan dalam mempromosikan tanggung 
jawab perusahaan (GRI, 2021).  

2. Keterlibatan dan transparansi pemangku kepentingan. 
Selain itu, integrasi akuntansi keberlanjutan dalam 

bisnis meningkatkan keterlibatan dan transparansi 
pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan, 
termasuk investor, pelanggan, karyawan, dan masyarakat, 
semakin tertarik untuk memahami dampak bisnis yang 
lebih luas di luar metrik keuangan. Akuntansi keberlanjutan 
menyediakan kerangka kerja bagi bisnis untuk 
mengkomunikasikan kinerja lingkungan dan sosial mereka 
secara transparan, sehingga memungkinkan para pemangku 
kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat dan 
meminta pertanggungjawaban bisnis atas dampaknya. 

3. Penciptaan nilai jangka panjang. 
integrasi akuntansi keberlanjutan dalam bisnis 

sangat penting untuk mendorong penciptaan nilai jangka 
panjang. Dengan memperhitungkan dampak lingkungan dan 
sosial, perusahaan dapat menilai risiko dan peluang mereka 
dengan lebih baik di dunia yang berubah dengan cepat. Hal 
ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan 
strategis yang tepat yang tidak hanya menguntungkan 
keuntungan dalam jangka pendek, tetapi juga berkontribusi 
pada ketahanan dan daya saing jangka panjang. 
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3.2 Tantangan Mengintegrasikan Akuntansi 
Berkelanjutan dalam Bisnis 

Salah satu tantangan utama dalam mengintegrasikan 
akuntansi berkelanjutan dalam bisnis adalah kurangnya 
kerangka kerja dan pedoman standar untuk mengukur dan 
melaporkan kinerja non-keuangan. Standar akuntansi 
tradisional terutama berfokus pada metrik keuangan, sehingga 
menyulitkan bisnis untuk secara efektif menangkap dan 
mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan mereka. 
Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengembangkan standar 
akuntansi berkelanjutan yang diterima secara universal untuk 
memfasilitasi praktik pelaporan yang konsisten dan dapat 
dibandingkan di seluruh organisasi. 

Selain itu, perusahaan sering kali menghadapi kesulitan 
dalam mengukur implikasi keuangan jangka panjang dari 
inisiatif keberlanjutan. Meskipun praktik-praktik keberlanjutan 
mungkin menimbulkan biaya awal, praktik-praktik tersebut 
dapat menghasilkan manfaat jangka panjang seperti 
peningkatan reputasi merek, mitigasi risiko, dan penghematan 
biaya. Namun, tidak adanya metodologi yang dapat diandalkan 
untuk menilai hasil keuangan dari investasi keberlanjutan 
menjadi penghalang yang signifikan bagi adopsi akuntansi 
berkelanjutan secara luas.  

Tantangan penting lainnya adalah terbatasnya 
ketersediaan data berkualitas tinggi untuk mengukur kinerja 
ekonomi, lingkungan dan sosial. Banyak perusahaan kesulitan 
mengakses data yang komprehensif dan dapat diandalkan 
tentang indikator lingkungan dan sosial, yang menghambat 
kemampuan mereka untuk melacak kemajuan dan menunjukkan 
akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Untuk 
mengatasi masalah ini, perusahaan perlu berinvestasi dalam 
sistem pengumpulan data yang kuat dan berkolaborasi dengan 
rekan-rekan industri dan pemangku kepentingan untuk 
meningkatkan transparansi dan keandalan data. 

Selain itu, kurangnya kesadaran dan keahlian di antara 
para profesional akuntansi dan pengambil keputusan mengenai 
praktik akuntansi berkelanjutan menjadi hambatan yang 
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signifikan. Mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam 
pengambilan keputusan keuangan membutuhkan pemahaman 
yang mendalam mengenai isu-isu lingkungan, ekonomi dan 
sosial dan potensi dampaknya terhadap kinerja bisnis. Oleh 
karena itu, diperlukan program pendidikan dan inisiatif 
pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
para profesional akuntansi dalam prinsip-prinsip dan 
metodologi akuntansi berkelanjutan. perusahaan sering kali 
menghadapi penolakan dari investor dan pasar keuangan yang 
memprioritaskan keuntungan finansial jangka pendek daripada 
tujuan keberlanjutan jangka panjang. Pola pikir jangka pendek 
ini dapat melemahkan komitmen perusahaan untuk berinvestasi 
dalam inisiatif berkelanjutan dan mengintegrasikan 
pertimbangan tata kelola terkait ekonomi, sosial dan lingkungan 
ke dalam proses pengambilan keputusan mereka. Untuk 
mengatasi tantangan ini, diperlukan keterlibatan investor dan 
pemangku kepentingan untuk mengkomunikasikan nilai 
akuntansi berkelanjutan dalam mendorong penciptaan nilai 
jangka panjang dan manajemen risiko. 

Integrasi akuntansi berkelanjutan dalam bisnis sangat 
penting untuk mengatasi tantangan keberlanjutan yang 
kompleks dan mencapai penciptaan nilai jangka panjang. 
Namun, bisnis menghadapi beberapa rintangan dalam 
mengadopsi dan menerapkan praktik akuntansi berkelanjutan, 
mulai dari kurangnya kerangka kerja standar dan ketersediaan 
data hingga kebutuhan akan kesadaran yang lebih besar dan 
keterlibatan pemangku kepentingan. Mengatasi tantangan-
tantangan ini membutuhkan upaya bersama dari perusahaan, 
badan-badan pembuat standar, regulator, dan investor untuk 
mengembangkan kerangka kerja yang kuat, meningkatkan 
transparansi data, dan mendorong pergeseran pola pikir menuju 
penciptaan nilai yang berkelanjutan. Dengan mengatasi 
hambatan-hambatan ini, perusahaan dapat membuka potensi 
penuh dari akuntansi berkelanjutan untuk mendorong dampak 
positif terhadap lingkungan dan sosial sekaligus memastikan 
ketahanan keuangan jangka panjang. 
   
 



 

30 

Beberapa pembahasan lain berikut ini juga terkait 
tantangan integrasi akuntansi berkelanjutan dalam bisnis antara 
lain:  
1. Pengungkapan sukarela: Pelaporan keberlanjutan seringkali 

bersifat sukarela, yang mengarah pada potensi kesenjangan 
informasi dan kemungkinan pengungkapan selektif 
sehingga sulit untuk secara akurat mengukur kinerja 
keberlanjutan perusahaan yang sebenarnya.  

2. Berpikir jangka pendek: investor dan pemangku 
kepentingan mungkin memiliki perspektif jangka pendek, 
sementara keberlanjutan secara inheren merupakan konsep 
jangka panjang. Ketidakselarasan ini dapat menimbulkan 
tantangan dalam mengintegrasikan akuntansi keberlanjutan 
ke dalam praktik bisnis.  

3. Biaya integrasi: usaha kecil dan menengah dapat 
menganggap biaya awal untuk mengintegrasikan 
keberlanjutan ke dalam strategi bisnis inti mereka dan 
pelaporan sebagai beban. Hal ini dapat menghambar 

4. Kompleksitas dan konsistensi: kompleksitan standar 
akuntansi keberlanjutan dan kebutuhan akan metodologi 
pelaporan yang konsisten dapat menimbulkan tantangan 
bagi organisasi, terutama UKM, dalam menerapkan 
akuntansi keberlanjutan secara efektif.  

 

3.3 Peluang Mengintegrasikan Akuntansi 
Berkelanjutan dalam Bisnis 

Beberapa peluang yang dapat diidentifikasi alam 
mengintegrasikan akuntansi berkelanjutan dalam bisnis adalah 
sebagai berikut:  
1. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. 

Mengintegrasikan akuntansi berkelanjutan dalam bisnis 
memberikan peluang untuk meningkatkan pengambilan 
keputusan. Dengan memasukkan biaya lingkungan dan 
sosial ke dalam laporan keuangan, perusahaan dapat 
membuat keputusan yang lebih tepat dengan 
mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap 
lingkungan dan masyarakat. Perusahaan yang 
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mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam proses 
pengambilan keputusan akan mengungguli perusahaan-
perusahaan lain dalam jangka panjang, karena mereka lebih 
siap dalam memitigasi risiko dan memanfaatkan peluang 
yang ada.  

2. Meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan. 
Peluang lain terletak pada peningkatan hubungan dengan 
para pemangku kepentingan. Akuntansi berkelanjutan 
memungkinkan perusahaan untuk secara transparan 
mengkomunikasikan kinerja lingkungan dan sosial mereka 
kepada para pemangku kepentingan, termasuk investor, 
pelanggan, dan regulator. Transparansi ini menumbuhkan 
kepercayaan dan kredibilitas, yang mengarah pada 
hubungan yang lebih kuat dengan para pemangku 
kepentingan. Perusahaan dengan pelaporan keberlanjutan 
yang transparan lebih mungkin menarik investor yang 
bertanggung jawab secara sosial dan mempertahankan 
hubungan positif dengan pelanggan dan karyawan. 

3. Penghematan biaya dan keuntungan efisiensi. 
Mengintegrasikan akuntansi berkelanjutan juga dapat 
menghasilkan penghematan biaya dan peningkatan efisiensi 
bagi bisnis. Dengan mengidentifikasi dan mengelola biaya 
lingkungan dan sosial, perusahaan dapat merampingkan 
operasi mereka, mengurangi limbah, dan mengoptimalkan 
penggunaan sumber daya. Sebuah laporan dari World 
Resources Institute menunjukkan bahwa perusahaan yang 
mengadopsi praktik akuntansi berkelanjutan mengalami 
penghematan biaya melalui peningkatan efisiensi energi, 
pengurangan limbah, dan peningkatan manajemen rantai 
pasokan. 

 

3.4 Praktik Mengintegrasikan Akuntansi 
Berkelanjutan dalam Bisnis 

Beberapa penelitian berikut ini adalah tentang 
bagaimana perusahaan mengintegrasikan akuntansi 
berkelanjutan dalam bisnis.  
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1. Corporate sustainability accounting: beyond unfreezing.  
Untuk memfasilitasi perusahaan dalam menghadapi 

isu-isu keberlanjutan, pemahaman-pemahaman mengenai 
tantangan dalam pengadopsian praktik akuntansi 
keberlanjutan perlu diperoleh. Penelitian ini melakukan 
analisis kualitatif terhadap perkembangan terkait, 
berdasarkan data penelitian yang dikumpulkan di 16 
perusahaan di Inggris dan Jerman (Zvezdov, 2012). Makalah 
ini mengadopsi perspektif manajemen perubahan untuk 
mengidentifikasi hambatan dalam adopsi praktik akuntansi 
keberlanjutan dan mengelompokkannya dalam tiga tahap - 
unfreezing, moving, dan refreezing. Analisis ini dengan jelas 
mengklasifikasikan perusahaan-perusahaan ke dalam tiga 
tahap yang diusulkan. Sebagian besar perusahaan berada 
pada tahap unfreezing, karena tantangan kompleks yang 
diidentifikasi dalam mengatasi tahap ini. Akibatnya, 
tantangan-tantangan di luar tahap unfreezing masih harus 
diatasi. Wawasan yang diperoleh menjelaskan tantangan-
tantangan dalam proses mengadopsi praktik akuntansi 
keberlanjutan dan berkontribusi dalam mempercepat 
pengadopsiannya. 

 
2. Sustainability accounting standard for increasing sustainable 

refurbishment projects.  
Perbaikan yang berkelanjutan merupakan 

pendekatan mendasar untuk mencapai tujuan iklim Uni 
Eropa. Beberapa tantangan dalam merehabilitasi area 
perumahan yang ada adalah sedikitnya standar berkualitas 
tinggi, kurangnya pendanaan, dan rendahnya minat 
masyarakat. Makalah ini bertujuan untuk menyajikan 
temuan-temuan dari pengembangan alat SAS - Standar 
Akuntansi Berkelanjutan dari berbagai perspektif pemangku 
kepentingan dan informasi dari periode pengujian. 
Kombinasi triangulasi dari tinjauan literatur, survei, dan 
wawancara dipilih. Tinjauan literatur membentuk dasar 
teori di lapangan. Pengalaman dengan alat SAS diperoleh 
melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan 
peserta proyek dari asosiasi perumahan koperasi dan survei 
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untuk anggota dewan perumahan dari proyek percontohan 
yang dipilih (Lous et al., 2022).  

Perangkat SAS membentuk proses yang lebih baik 
untuk pembangunan berkelanjutan di koperasi perumahan, 
yang membahas semua aspek keberlanjutan, keterlibatan 
awal para pemangku kepentingan, dan pentingnya 
partisipasi penghuni. Proyek ini menunjukkan bahwa 
keterlibatan pemangku kepentingan yang setara sangat 
penting untuk mencapai tujuan dan bahwa komitmen, 
kepercayaan, komunikasi, dan berbagi pengetahuan adalah 
dasarnya. KPI yang telah ditetapkan merupakan indikator 
yang baik untuk analisis kondisi dan rencana ambisi. 
Perangkat SAS dapat berkontribusi pada proses perbaikan 
yang lebih lancar dengan memprioritaskan langkah-langkah 
perbaikan yang tepat. 
 

3. Factors affecting the application of sustainable accounting 
and sustainable development in enterprises.  

Artikel ini mensintesis perspektif makro dan mikro 
pada akuntansi keberlanjutan pada pandangan tujuan, 
metode pengukuran, prinsip-prinsip, dan laporan akuntansi 
keberlanjutan. Penelitian ini juga menganalisis bahwa 
penerapan akuntansi keberlanjutan dapat meningkatkan 
pembangunan berkelanjutan di perusahaan. Penelitian juga 
menunjukkan bahwa penerapan akuntansi keberlanjutan 
akan membawa pembangunan berkelanjutan bagi 
perusahaan dan masyarakat, sehingga mendorong 
perusahaan untuk mengadopsi akuntansi keberlanjutan 
secara sukarela (Giang et al., 2022). Artikel ini juga 
mengidentifikasi dan mengukur faktor-faktor yang 
mempengaruhi penerapan akuntansi keberlanjutan di 
perusahaan. Seratus sembilan puluh tujuh perusahaan 
manufaktur di 6 sektor disurvei: produksi pupuk, produksi 
baja, pengolahan karet, produksi kemasan plastik, dan 
pengolahan makanan Metode analisis data primer yang 
digunakan untuk penelitian ini adalah metode pemodelan 
persamaan struktural SEM. Artikel ini menggunakan 
perangkat lunak AMOS untuk mengevaluasi dan mengukur 
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pengaruh masing-masing faktor terhadap penerapan 
akuntansi berkelanjutan di perusahaan. Peneliti juga telah 
berhasil menunjukkan bahwa jika diterapkan, akuntansi 
berkelanjutan akan membawa pembangunan berkelanjutan 
baik bagi bisnis maupun masyarakat. 

 
4. Sustainability: the adoption of green economy and sustainable 

accounting priciples by South African listed companies and 
lesson learnt .  

Dunia sedang menghadapi berbagai tantangan 
seperti perang, kemiskinan, ketidakadilan, degradasi 
lingkungan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim. 
Tantangan-tantangan ini telah meresahkan manusia dalam 
kehidupannya di dunia sehingga mendorong Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengajak semua negara 
bersatu dalam mengatasi tantangan global tersebut. 
Interaksi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan komunitas 
global menghasilkan pemahaman bahwa pemberantasan 
kemiskinan harus dibarengi dengan strategi yang 
mendorong pertumbuhan ekonomi sambil memenuhi 
berbagai kebutuhan sosial serta perubahan iklim dan isu-isu 
lingkungan.  

Di antara strategi untuk mengatasi tantangan global 
yang disebutkan di atas adalah akuntansi berkelanjutan dan 
ekonomi hijau. Sebagai anggota komunitas global, 
perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Afrika Selatan 
juga memiliki peran dalam memerangi tantangan-tantangan 
keberlanjutan. Artilel yang dilakukan oleh Denhere (2022) 
ini memberikan kontribusi pada literatur tentang 
keberlanjutan, khususnya tentang adopsi ekonomi hijau dan 
akuntansi berkelanjutan oleh perusahaan-perusahaan yang 
terdaftar di Afrika Selatan serta pelajaran yang dapat dipetik 
dari proses tersebut. 

 
5. Social, Environmental and sustainability reporting and 

organizational value creation? Whose values? Whose 
creation?  
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Tujuan dari artikel yang dibuat oleh Gray (2006) ini 
adalah untuk menguji sejauh mana akuntansi dan pelaporan 
sosial, lingkungan dan keberlanjutan dapat atau harus 
berkontribusi terhadap nilai pemegang saham dan sejalan 
dengan itu, untuk mempertimbangkan tantangan yang 
dapat ditawarkan terhadap pandangan konvensional 
tentang "nilai" yang mendukung akuntansi keuangan 
tradisional. Artikel ini kemudian digunakan sebagai sarana 
untuk memperkenalkan beberapa data yang relatif baru 
tentang pembangunan berkelanjutan yang berimplikasi 
pada pertimbangan kita tentang "nilai". Meskipun diambil 
dari berbagai data kontekstual sekunder, makalah ini 
terutama bersifat argumentatif dan berusaha menantang 
sejumlah asumsi implisit dalam akuntansi konvensional dan 
akuntansi yang lebih "kritis".  

Pelaporan sosial dan lingkungan yang substantif dan 
terutama, pelaporan berkualitas tinggi tentang 
(ketidak)keberlanjutan akan menunjukkan bahwa 
kapitalisme keuangan internasional modern dan lembaga-
lembaga utama yang mendukungnya pada dasarnya 
dirancang untuk memaksimalkan perusakan lingkungan dan 
pengikisan gagasan realistis tentang keadilan sosial. 
Makalah ini berusaha untuk menunjukkan perdebatan ini 
dan implikasi yang kuat dan mendasar dari hal ini terhadap 
pelaporan keuangan konvensional dan penyesuaian dangkal 
dan kosmetik terhadap pelaporan tersebut melalui "model 
baru pelaporan organisasi". 
 

6. Seeking legitimacy for new assurance forms: the case of 
assurance on sustainability reporting. 

Berdasarkan pengembangan konsepsi legitimasi 
yang lebih baik daripada yang telah digunakan dalam 
penelitian audit/assurance dan akuntansi keberlanjutan 
sebelumnya, penelitian ini menganalisis bagaimana proses 
legitimasi yang diadopsi oleh praktisi asurans keberlanjutan 
di sebuah perusahaan jasa profesional besar telah 
berevolusi bersama dan berdampak pada upaya mereka 
untuk mengembangkan bentuk praktik asurans ini - 



 

36 

khususnya konstruksi pernyataan asurans. Analisis ini 
mengungkapkan adanya interaksi yang kompleks dan saling 
bergantung antara upaya untuk mendapatkan legitimasi 
pragmatis, moral, dan kognitif dengan tiga konstituen 
utama, yaitu klien yang meminta jasa asurans keberlanjutan, 
pengguna non-klien (yang dikonstruksikan secara sosial) 
atas laporan asurans, dan Departemen Risiko internal 
perusahaan yang menyetujui penyusunan pernyataan 
asurans.  

Mengamankan jenis-jenis legitimasi ini terbukti 
membutuhkan adopsi dan penyelarasan berbagai strategi 
legitimasi sesuai dengan konstituen yang ingin dipengaruhi 
oleh para praktisi. Mengembangkan legitimasi pragmatis 
dengan klien bergantung pada pembentukan legitimasi 
moral dengan pengguna laporan asurans non-klien, 
sementara mengamankan legitimasi moral dengan 
pengguna non-klien bergantung pada perolehan legitimasi 
pragmatis dengan Departemen Risiko internal perusahaan. 
Strategi legitimasi para praktisi didukung oleh komitmen 
untuk membuka dialog dalam proses asurans yang terlihat 
jelas dalam keterlibatan mereka dengan pengguna potensial 
asurans dan upaya mereka untuk memperluas konten 
pernyataan asurans dan mendorong pengaruh pengguna 
atas apa yang diasuransikan. Hal ini memberikan tandingan 
terhadap kekhawatiran Power (1994, 1999) mengenai 
kecenderungan bentuk asurans baru yang membatasi 
perdebatan dan dialog serta mengungkapkan domain 
empiris yang langka dimana seruan Power (2003b) untuk 
narasi yang lebih disesuaikan dan informatif dalam 
pelaporan asurans telah diindahkan (Dwyer, Owen and 
Unerman, 2011). 

 
7. Sustainability and stakeholder management: Then need for 

new corporate performance evaluation and reporting 
systems. 

Keberlanjutan perusahaan, yaitu kapasitas 
perusahaan untuk terus beroperasi dalam jangka waktu 
yang lama, bergantung pada keberlanjutan hubungan 
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dengan para pemangku kepentingan Perrini & Tencati 
(2006). Pandangan pemangku kepentingan yang baru 
terhadap perusahaan ini melampaui pekerjaan sebelumnya 
tentang triple bottom line dan balanced scorecard. 
Perusahaan membutuhkan sistem yang tepat untuk 
mengukur dan mengendalikan perilaku mereka sendiri agar 
dapat menilai apakah mereka menanggapi keprihatinan 
para pemangku kepentingan dengan cara yang efektif dan 
mengkomunikasikan hasil-hasil yang telah dicapai.  

Sistem akuntansi keberlanjutan ini harus memiliki 
tujuan untuk memperluas dan mengintegrasikan 
pendekatan keuangan tradisional terhadap pengukuran 
kinerja perusahaan, dengan mempertimbangkan kebutuhan 
pemangku kepentingan. Artikel ini menyajikan sistem 
evaluasi dan pelaporan keberlanjutan, sebuah metodologi 
terpadu yang bertujuan untuk memantau dan melacak dari 
sudut pandang kualitatif dan kuantitatif kinerja perusahaan 
secara keseluruhan menurut kerangka kerja pemangku 
kepentingan, sesuai dengan kebutuhan manajerial usaha 
kecil dan menengah. 

 
8. Engaging with organization in pursuit of improved 

sustainability accounting and performance. 
Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Carol & 

Carlos (2007) adalah untuk menyajikan sebuah kasus untuk 
penelitian dalam akuntansi dan akuntabilitas etika, sosial 
dan lingkungan (atau keberlanjutan) yang melibatkan 
organisasi-organisasi yang mengklaim mengelola dan 
melaporkan kinerja keberlanjutan mereka. Selain itu, 
makalah ini juga mengulas kontribusi dalam edisi khusus 
ini. Penelitian ini memberikan analisis dan kritik terhadap 
sejauh mana keterlibatan penelitian di bidang akuntansi dan 
akuntabilitas keberlanjutan. Penelitian ini mengacu pada 
bidang manajemen, akuntansi manajemen, dan akuntansi 
kritis untuk menyajikan kasus keterlibatan penelitian lebih 
lanjut dengan akuntansi keberlanjutan dan praktik 
akuntabilitas. Hasil penenelitian menemukan bahwa 
literatur yang ada di bidang akuntansi keberlanjutan dan 
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pelaporan, berbeda dengan bidang akuntansi manajemen 
dan manajemen, sebagian besar mengabaikan praktik dalam 
organisasi.  

Kurangnya "penelitian yang menarik" ditemukan 
karena kekhawatiran tentang peningkatan luasnya peserta 
dalam agenda akuntansi sosial dan "penangkapan 
manajerial". Penelitian ini berpendapat bahwa penelitian 
lebih lanjut yang melibatkan organisasi diperlukan untuk 
mengidentifikasi bagaimana sistem akuntansi dan 
manajemen dapat mengurangi dampak keberlanjutan yang 
negatif. Makalah ini berpendapat bahwa penelitian semacam 
itu dapat mengambil manfaat dari wawasan metodologis 
dan teoritis dari disiplin ilmu lain. Untuk keterbatasan 
masalah, peneliti menyarankan kontribusi lebih lanjut yang 
dapat diberikan oleh penelitian di masa depan yang 
melibatkan organisasi. Implikasi praktis dari penelitian ini 
adalah penelitian pelibatan dalam akuntansi dan pelaporan 
keberlanjutan memiliki potensi untuk meningkatkan teori, 
praktik, dan kinerja keberlanjutan organisasi.  Dengan 
menggunakan metode dan teori dari disiplin ilmu lain dan 
makalah dalam edisi khusus ini, makalah ini menyajikan 
jalan ke depan bagi para peneliti yang terlibat dengan 
organisasi yang mempraktikkan akuntansi dan pelaporan 
keberlanjutan. 

 
 Dari beberapa hasil penelitian tersebut terlihat jelas 

bagaimana peran integrasi akuntansi berkelanjutan 
memberikan kontribusi yang berarti dalam berbagai aspek. 
 

3.5 Kesimpulan 
Akuntansi keberlanjutan menawarkan beberapa manfaat 

bagi bisnis. Pertama, akuntansi keberlanjutan memberikan 
pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kinerja 
organisasi secara keseluruhan dengan mempertimbangkan tidak 
hanya hasil keuangan tetapi juga dampak lingkungan dan sosial. 
Pendekatan holistik ini, yang sering disebut sebagai triple 
bottom line, memungkinkan perusahaan untuk menilai 
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keberlanjutan jangka panjang mereka dengan lebih baik dan 
mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Selain itu, 
akuntansi keberlanjutan dapat meningkatkan reputasi dan nilai 
merek perusahaan dengan menunjukkan komitmennya 
terhadap pelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial, 
yang dapat menarik konsumen dan investor yang sadar 
lingkungan. 

Terlepas dari potensi manfaatnya, penerapan akuntansi 
keberlanjutan dapat menimbulkan tantangan bagi bisnis. Salah 
satu tantangan utama adalah kurangnya metrik dan kerangka 
kerja pelaporan yang terstandardisasi, yang menyulitkan untuk 
membandingkan dan mengukur kinerja keberlanjutan di 
berbagai organisasi. Selain itu, mengumpulkan dan 
memverifikasi data non-keuangan dapat memakan banyak 
sumber daya dan rumit, sehingga mengharuskan perusahaan 
untuk berinvestasi dalam sistem pengumpulan data baru dan 
pelatihan karyawan. Selain itu, mungkin ada resistensi terhadap 
perubahan dalam organisasi, karena akuntansi keberlanjutan 
sering kali membutuhkan perubahan pola pikir dan proses 
bisnis. 

Akuntansi keberlanjutan memiliki dampak besar pada 
proses pengambilan keputusan bisnis. Dengan memberikan 
pandangan yang lebih komprehensif mengenai kinerja 
organisasi, termasuk faktor lingkungan dan sosial, akuntansi 
keberlanjutan memungkinkan para manajer untuk membuat 
keputusan yang lebih tepat yang selaras dengan tujuan 
keberlanjutan jangka panjang. Sebagai contoh, akuntansi 
keberlanjutan dapat membantu mengidentifikasi peluang 
penghematan biaya melalui langkah-langkah efisiensi energi, 
pengurangan limbah, dan praktik-praktik pengadaan yang 
berkelanjutan. Akuntansi keberlanjutan juga dapat 
menginformasikan keputusan strategis yang terkait dengan 
pengembangan produk, manajemen rantai pasokan, dan 
pelibatan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya 
berkontribusi pada kelangsungan dan ketahanan jangka panjang 
organisasi. 

Kesimpulannya, akuntansi keberlanjutan memiliki 
dampak yang signifikan terhadap bisnis, menawarkan manfaat 
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seperti pengukuran kinerja yang lebih baik, peningkatan 
reputasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Namun, 
akuntansi keberlanjutan juga menghadirkan tantangan terkait 
standardisasi, pengumpulan data, dan perubahan organisasi. 
Karena pentingnya keberlanjutan terus berkembang di dunia 
bisnis, adopsi akuntansi keberlanjutan kemungkinan akan 
menjadi semakin penting bagi bisnis yang ingin berkembang 
dalam lanskap global yang berubah dengan cepat. 
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BAB 5 
PENGUKURAN KINERJA 
LINGKUNGAN 
 

Oleh Annisa Nabila Hasan 
 
5.1 Definisi Kinerja Lingkungan 

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, kinerja lingkungan 
mencakup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
melalui berbagai upaya yang terorganisir dan terpadu untuk 
menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah kerusakan dan 
pencemaran. Perlindungan dan pengeloaan lingkungan terdiri 
dari berbagai aktivitas yang menjadi tanggungjawab dan 
kewenangan Pemerintah, yaitu aktivitas perencanaan, aktivitas 
pemanfaatan, aktivitas pengawasan, dan aktivitas penegakan 
hukum. Sementara, aktivitas yang menjadi tanggung jawab dan 
wewenang bersama antara pemerintah dan entitas bisnis adalah 
aktivitas pengendalian dan aktivitas pemeliharaan.  

Bab ini berfokus pada kegiatan yang menjadi 
tanggungjawab bersama antara pemerintah dan pelaku usaha, 
yaitu aktivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan 
lingkungan serta aktivitas pemeliharaan. Sehingga, kinerja 
lingkungan pada konteks ini difokuskan pada aktivitas 
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta 
aktivitas pemeliharaan yang terdiri dari: 
1. Aktivitas pengendalian: pencegahan, penanggulangan, dan 

pemulihan.  
2. Aktivitas pemeliharaan: pencadangan sumber daya alam, 

upaya konservasi sumber daya alam, dan pelestarian fungsi 
atmosfer. 

 
Sebelum membahas kinerja lingkungan, kita perlu 

mengetahui definisi pencemaran dan kerusakan lingkungan 
karena tujuan utama dari pengukuran kinerja lingkungan adalah 
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mencegah terjadinya kedua hal tersebut. Pencemaran 
lingkungan terjadi ketika terdapat komponen, zat, energi, 
ataupun makhluk hidup ke dalam lingkungan yang melebihi 
baku mutu yang dipersyaratkan peraturan perundangan yang 
disebabkan oleh kegiatan manusia. Sementara kerusakan 
lingkungan adalah perubahan terhadap lingkungan hidup (baik 
kondisi kimia, hayati, ataupun fisik) yang melebihi kriteria baku 
kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 
 

5.2 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan: Aktivitas Pencegahan 

Terdapat tiga aktivitas utama dalam pengendalian 
pencemaran dan kerusakan lingkungan, yaitu: 
1. Aktivitas pencegahan atau preventif yang dilaksanakan 

sebelum pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi. 
2. Aktivitas penanggulangan dan pemulihan yang dilaksanakan 

setelah pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi. 
 
Tentu saja, kinerja lingkungan yang lebih baik adalah 

yang menekankan pada aktivitas preventif dibandingkan 
melakukan penanggulangan ataupun pemulihan setelah 
pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi.  

 
5.2.1 Instrumen Pencegahan Pada Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 
Untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan 

hidup, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menetapkan 
persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha terkait baku 
mutu sebagai berikut: 
1. Baku Mutu Lingkungan Hidup 

Jika individu atau entitas usaha telah mendapatkan izin dari 
pemerintah berwenang dan telah memenuhi baku mutu 
lingkungan hidup, yaitu standar yang digunakan untuk 
mengukur tingkat pencemaran lingkungan, maka individu 
atau entitas usaha tersebut diperkenankan membuang 
limbahnya. Baku mutu ini mencakup standar yang mengatur 
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ambang batas pencemaran emisi, gangguan, air dan air 
limbah, air laut, serta udara ambien. 

2. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup 
Untuk menentukan kerusakan lingkungan hidup, kriteria 
baku kerusakan lingkungan hidup digunakan sebagai dasar 
pengukuran yang dibagi menjadi dua kelompok, yakni 
kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku 
kerusakan yang disebabkan oleh perubahan iklim. 
Kriteria baku kerusakan ekosistem terbagi kedalam kriteria 
baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa, kerusakan 
terkait kebakaran hutan atau lahan (karhutla), kerusakan 
terumbu karang, kerusakan mangrove, kerusakan gambut, 
kerusakan karst, dan kerusakan padang lamun. 
Kriteria baku kerusakan yang disebabkan oleh perubahan 
iklim didasarkan pada parameter, diantaranya adalah 
parameter kenaikan temperatur dan kenaikan muka air laut, 
badai, dan kekeringan. 

3. AMDAL 
Seluruh entitas usaha yang memberikan dampak yang 
signifikan terhadap lingkungan wajib menyusun Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 4 Tahun 2021 Tentang 
Daftar Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mengatur jenis-jenis 
usaha yang harus menyusun AMDAL. Dokumen AMDAL 
merupakan basis untuk menetapkan apakah sebuah usaha 
layak secara lingkungan dan memuat, diantaranya: 
Pengkajian terhadap dampak rencana usaha, termasuk 
estimasi besaran dan sifat material dampak rencana usaha; 
Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha, termasuk 
memperoleh saran dan tanggapan warga masyarakat atas 
rencana usaha; Evaluasi menyeluruh potensi dampak untuk 
menentukan apakah rencana usaha layak dari segi 
lingkungan; serta Rencana pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup. 

4. UKL-UPL 
Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan 
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atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Dampak 
Lingkungan, setiap usaha yang wajib menyusun AMDAL juga 
dikenakan kewajiban untuk menyusun Upaya Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup (UPL). 

5. Perizinan 
Setiap usaha yang memenuhi syarat untuk memiliki AMDAL 
dan UKL-UPL harus memiliki izin lingkungan. Izin ini 
diperlukan untuk memperoleh izin usaha dan dikeluarkan 
berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Izin ini 
diterbitkan oleh pejabat berwenang di lokasi usaha. 

6. Analisis Risiko Lingkungan Hidup 
Analisis risiko lingkungan wajib disusun oleh seluruh entitas 
usaha yang memiliki potensi untuk memberikan dampak 
signifikan terhadap lingkungan hidup, mengancam 
ekosistem, serta mengancam kehidupan, kesehatan, dan 
keselamatan manusia. Analisis risiko lingkungan hidup 
merupakan upaya yang komprehensif akan pengkajian dan 
pengelolaan risiko sampai dengan pengkomunikasian risiko 
kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

7. Audit Lingkungan Hidup 
Audit lingkungan hidup sangat dianjurkan untuk kegiatan 
bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja 
lingkungan hidup entitas bisnis tersebut, yang akan 
mendukung upaya pelestarian lingkungan. Bisnis yang 
memiliki risiko lingkungan tinggi atau yang tidak mematuhi 
peraturan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan audit 
lingkungan. Audit lingkungan hidup dilakukan secara rutin 
oleh auditor lingkungan hidup yang wajib memiliki sertifikat 
kompetensi auditor lingkungan hidup. 

 
5.2.2 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan : Penanggulangan 
Setiap individu atau perusahaan yang mencemari dan 

merusak lingkungan hidup harus melakukan tindakan 
penanggulangan sesuai dengan langkah-langkah berikut: (1) 
Memberikan peringatan pencemaran dan kerusakan lingkungan 
kepada masyarakat untuk memberi tahu mereka tentang 
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bahayanya; (2) Mengisolasi diri dari pencemaran dan 
kerusakan; dan (3) Menghentikan sumber pencemaran dan 
kerusakan. 

 
5.2.3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan : Pemulihan 
Setiap individu atau perusahaan yang melakukan 

perusakan dan pencemaran lingkungan hidup harus melakukan 
hal-hal berikut untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup: 
1. Menghentikan sumber pencemaran dan membersihkan 

unsur pencemar. 
2. Melakukan remediasi atau membersihkan permukaan tanah 

yang telah tercemar 
3. Melakukan rehabilitasi atau pemulihan kembali fungsi 

lingkungan 
4. Melakukan restorasi atau pengembalian ke kondisi semula 

 
Setiap pemegang izin lingkungan diwajibkan untuk 

menyimpan dana penjaminan di bank pemerintah yang ditunjuk 
oleh pejabat berwenang. Kemudian, Pemerintah yang 
berwenang tersebut dapat menunjuk pihak ketiga untuk 
memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan 
dana penjaminan tersebut. 

 

5.3 Pemeliharaan Lingkungan Hidup 
Pemeliharaan lingkungan hidup hidup dilakukan melalui 

berbagai upaya berikut: 
1. Konservasi sumber daya alam, yang terdiri dari 

perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya 
alam dengan cara yang lestari. 

2. Pencadangan sumber daya alam 
3. Pelestarian fungsi atmosfer 
4. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 
5. Upaya perlindungan lapisan ozon 
6. Upaya perlindungan terhadap hujan asam 
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5.4 Pengukuran Kinerja Lingkungan Berdasarkan 
Pemenuhan Baku Mutu 

Kinerja lingkungan dapat diukur berdasarkan 
pemenuhan atas peraturan lingkungan hidup yang biasanya 
diukur melalui pemenuhan baku mutu yang diatur dalam 
berbagai Peraturan Pemerintah sebagai berikut: 
5.4.1 Baku Mutu Emisi 

Baku mutu emisi diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 22 Tahun 2021 (Lampiran VII) Terkait Penyelenggaraan 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berikut 
adalah daftar baku mutu terkait emisi yang wajib dipenuhi oleh 
Perusahaan: 
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Gambar 5.1. Baku Mutu Emisi 

(Sumber : PP No. 22 Tahun 2021) 
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5.4.2 Baku Mutu Limbah Cair 
Baku mutu limbah cair diatur dalam Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2014 
(Lampiran XLVII) Terkait: Baku Mutu Air Limbah. Berikut adalah 
daftar baku mutu terkait limbah cair yang wajib dipenuhi oleh 
Perusahaan: 
 

 
Gambar 5.2. Baku Mutu Air Limbah 

(Sumber : Permen LHK No. 5 Tahun 2014) 

https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/permen-lhk/mlh-p.5.pdf
https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/permen-lhk/mlh-p.5.pdf
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5.4.3 Baku Mutu Limbah B3 
Baku mutu air limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

(B3) diatur dalam  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Terkait: Tata Cara dan 
Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 
Berikut adalah daftar baku mutu terkait limbah B3 yang wajib 
dipenuhi oleh Perusahaan: 

 

 

https://peraturan.bpk.go.id/Download/205145/permen%20LHK%20No.%206%20tahun%202021.pdf
https://peraturan.bpk.go.id/Download/205145/permen%20LHK%20No.%206%20tahun%202021.pdf
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Gambar 5.3. Baku Mutu Limbah B3 

(Sumber : Permen LHK No. 6 Tahun 2021) 
 

5.4.4 Baku Mutu Limbah Non-B3 
Baku mutu limbah non-B3 diatur dalam Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 
2021 Terkait: Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan 
Berbahaya dan Beracun. Berikut adalah daftar baku mutu terkait 
limbah Non-B3 yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan: 

 
Gambar 5.4. Baku Mutu Limbah B3 

(Sumber : Permen LHK No. 19 Tahun 2021) 
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5.4.5 Baku Mutu Kualitas Udara 
Baku mutu kualitas udara diatur dalam Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 
2020 Terkait: Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), 
Lampiran I Permen LHK No. 14 Tahun 2020. Berikut adalah 
daftar baku mutu terkait kualitas udara yang wajib dipenuhi 
oleh Perusahaan: 

 

 

 
Gambar 5.5. Baku Mutu Kualitas Udara 

(Sumber : Permen LHK No. 14 Tahun 2020) 

https://ditppu.menlhk.go.id/portal/uploads/laporan/1601040067_P_14_2020_ISPU_menlhk.pdf
https://ditppu.menlhk.go.id/portal/uploads/laporan/1601040067_P_14_2020_ISPU_menlhk.pdf
https://ditppu.menlhk.go.id/portal/uploads/laporan/1601040067_P_14_2020_ISPU_menlhk.pdf
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5.4.6 Baku Mutu Kebisingan 
Baku mutu kebisingan diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 70 Tahun 2016 Terkait: Standar dan 
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri. Berikut 
adalah daftar baku mutu kebisingan yang wajib dipenuhi oleh 
Perusahaan: 

 
Gambar 5.6. Baku Mutu Kebisingan 

(Sumber : Permenkes No. 70 Tahun 2016) 
 

5.5 Pengukuran Kinerja Lingkungan Berdasarkan 
PROPER 

Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan 
Public Disclosure Program for Environmental Compliance 
(PROPER), yang merupakan program tambahan yang 
mendukung instrumen penaatan lainnya agar pengelolaan 

https://rskgm.ui.ac.id/wp-content/uploads/2021/03/064.-pmk702016.pdf
https://rskgm.ui.ac.id/wp-content/uploads/2021/03/064.-pmk702016.pdf
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lingkungan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan Good 
Corporate Governance.  

Ada dua jenis kriteria penilaian PROPER: (1) Kriteria 
Penilaian Ketaatan, yang berarti entitas bisnis melakukan 
pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan yang 
diundangkan; dan (2) Kriteria lebih dari yang diperlukan dalam 
peraturan (Beyond Compliance), yang berarti entitas bisnis 
melakukan pengelolaan lingkungan melebihi peraturan yang 
diundangkan. 
5.5.1 Kriteria Penilaian Ketaatan 

Untuk memperoleh Kriteria Penilaian Ketaatan, 
Perusahaan harus memenuhi kriteria berikut ini: 
1. Persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya, 

termasuk AMDAL, UKL/UPL, ataupun dokumen pengelolaan 
lingkungan lainnya. 

2. Pengendalian Pencemaran Air (yang mencakup diantaranya 
titik penaatan, baku mutu, dan pemantauan oleh 
laboratorium terakreditasi). 

3. Pengendalian Pencemaran Udara (yang mencakup 
diantaranya baku mutu emisi, proses pemantauan, dan 
prasarana sampling.) 

4. Pengelolaan Limbah B3 (yang mencakup diantaranya 
pendataan jenis dan volume limbah, pengelolaan, dan izin 
pengelolaan limbah B3). 

5. Pengendalian Pencemaran Air Laut (yang mencakup 
diantaranya perizinan dan pelaksanaan pembuangan air 
limbah); 

6. Potensi kerusakan lahan (terbatas untuk aktivitas 
pertambangan) 
 

5.5.2 Kriteria Beyond Compliance 
Untuk memperoleh Kriteria Beyond Compliance, 

Perusahaan harus memenuhi kriteria berikut ini: 
1. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (termasuk sistem 

pengelolaan lingkungan yang baik di sepanjang rantai 
pasok). 

2. Upaya efisiensi energi (berbagai upaya untuk meningkatkan 
efisiensi energi baik dari proses produksi maupun proses 
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pendukung, misalnya redesain dan reengineering untuk 
proses yang lebih ramah lingkungan, green building, 
ataupun green transportation).  

3. Upaya penurunan emisi, (termasuk diantaranya emisi GRK, 
dan emisi lainnya seperti bahan perusak ozon (ODS), 
penggunaan EBT dalam proses operasi, ataupun konversi ke 
bahan bakar bio). 

4. Implementasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle) limbah B3 dan 
Non-B3 (yang ditekankan pada upaya preventif dan 
pemanfaatan kembali limbah, hal ini juga terkait dengan 
konsep ekonomi sirkuler untuk minimalisasi limbah dan 
material yang diekstrak). 

5. Konservasi air dan reduksi pencemaran air limbah 
(termasuk diantaranya intensitas pemakaian air dalam 
kegiatan operasi serta upaya untuk menurunkan kandungan 
cemaran dalam air limbah) 

6. Perlindungan keanekaragaman hayati (termasuk 
diantaranya upaya pemeliharaan kelestarian biodiversitas) 

7. Program Pengembangan Masyarakat yang menggunakan 
pemetaan sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Rencana strategis jangka panjang dimasukkan ke dalam 
program tahunan, memenuhi kebutuhan kelompok rentan, 
memiliki indikator yang jelas untuk mengukur capaian 
program, dan proses perencanaan melibatkan masyarakat, 
terutama masyarakat di sekitar lokasi program. 
 

5.5.3 Peringkat Dalam PROPER 
Pemeringkatan PROPER didasarkan kepada kinerja 

lingkungannya. Secara berturut-turut, peringkat tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. Peringkat HITAM: Perusahaan memiliki kinerja lingkungan 

yang buruk dan berpotensi besar dalam merusak 
lingkungan, sehingga menganam izin lingkungan yang 
sebelumnya telah didapatkan.  

2. Peringkat MERAH: Perusahaan berhasil meraih kinerja 
lingkungan (dalam konteks ini telah melakukan upaya 
pengelolaan lingkungan) namun, kesesuaian dengan 
persyaratan hanya dicapai pada beberapa kriteria. 
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3. Peringkat BIRU: Perusahaan meraih nilai minimal dalam 
kinerja lingkungan, yang berarti seluruh kriteria dipenuhi 
sesuai persyaratan. 

4. Peringkat HIJAU: Perusahaan meraih kinerja lingkungan 
yang lebih unggul dari persyaratan dalam hal biodiversitas, 
Environmental Management System (EMS), efisiensi energi 
dan pengurangan emisi, konsep 3R bagi limbah dan 
penurunan pencemaran air. 

5. Peringkat EMAS: Perusahaan meraih kinerja lingkungan 
yang lebih unggul dari persyaratan baik secara lingkungan 
maupun sosial, dengan memberikan nilai bersama pada 
masyarakat secara kontinyu. 
 

5.6 Pengukuran Kinerja Lingkungan Berdasarkan 
Standar GRI 

Standar GRI adalah pedoman yang memungkinkan 
organisasi untuk melaporkan kepada publik akan dampak 
aktivitasnya secara sistematis dan transparan kepada seluruh 
pemangku kepentingan. Terdapat beberapa aspek lingkungan 
yang tercakup dalam Standar GRI diantaranya adalah sebagai 
berikut: 
5.6.1 Aspek Material dan Pengukurannya 

Isu utama terkait dengan material adalah efisiensi dalam 
penggunaan material yang tidak terbarukan (dalam konteks ini 
tidak dapat diperbarui dalam periode singkat, seperti mineral, 
logam, dan bahan bakar fosil) serta peningkatan pada 
penggunaan material terbarukan, material dengan input daur 
ulang, dan material yang digunakan kembali. Aspek material 
sangat terkait dengan konsep ekonomi sirkuler yang 
menekankan penggunaan kembali material sebagai bahan baku 
proses produksi sehingga meminimalisir proses ekstraksi 
material tidak terbarukan dan mencegah timbulan limbah. 
Standar GRI mengatur organisasi untuk melaporkan kinerja 
lingkungan berikut terkait dengan bahan atau material: 
1. Pengelolaan material 
2. Material yang digunakan, yaitu total material yang 

digunakan untuk produksi dan pengemasan produk dan jasa 
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utama, yang terdiri dari (1) material tak terbarukan (2) 
material terbarukan.  

3. Material input dari daur ulang yang digunakan, yang 
dihitung dalam bentuk persentase menggunakan rumus 
berikut: 

 

 
Gambar 5.7. Rumus Material Input Daur Ulang 

(Sumber : Standar GRI 2021) 
 

4. Produk reclaimed (yang diperoleh kembali) dan material 
kemasannya, dalam bentuk persentase yang dihitung 
menggunakan rumus berikut: 

 

 
Gambar 5.8. Rumus produk dan kemasan reclaimed 

(Sumber : Standar GRI 2021) 
 

5.6.2 Aspek Energi dan Pengukurannya 
Isu utama terkait dengan energi adalah efisiensi pada 

penggunaan energi dari sumber tidak terbarukan dan 
peningkatan penggunaan sumber energi baru terbarukan. Aspek 
energi berkaitan erat dengan emisi GRK yang dihasilkan, 
sehingga penggunaan energi perlu direncanakan dan 
dikendalikan. Standar GRI mengatur organisasi untuk 
melaporkan kinerja lingkungan berikut terkait energi: 
1. Pengelolaan energi 
2. Konsumsi energi didalam organisasi, yang diperoleh melalui 

rumus berikut:  

 
Gambar 5.9. Rumus Konsumsi Energi 

(Sumber : Standar GRI 2021) 
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3. Konsumsi energi di luar organisasi yang mencakup aktivitas 

pada hulu dan hilir (dalam joule atau kelipatannya). 
4. Intensitas energi, yang dihitung dengan membagi konsumsi 

energi mutlak dan metriks khusus organisasi. 
5. Pengurangan konsumsi energi sebagai akibat langsung dari 

program efisiensi dan konservasi energi (dalam joule atau 
kelipatannya). 

6. Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk 
dan jasa (dalam joule atau kelipatannya). 

 
5.6.3 Aspek Emisi dan Pengukurannya 

Isu utama terkait emisi GRK adalah dampaknya terhadap 
perubahan iklim, salah satunya adalah pemanasan global. Paris 
Climate Agreement Tahun 2015 telah mengatur target bersama 
secara global akan tercapainya Net Zero Emission di Tahun 2060. 
Untuk itu, diperlukan strategi terkait energi dan emisi untuk 
mencapai NZE 2060. Standar GRI mengatur organisasi 
melaporkan kinerja lingkungan berikut terkait emisi: 
1. Pengelolaan emisi 
2. Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (Cakupan 1) Langsung dalam 

metrik ton setara CO2.  
3. Emisi Energi Gas Rumah Kaca/GRK (Cakupan 2) Tidak 

Langsung dalam metrik ton setara CO2. 
4. Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (Cakupan 3) Tidak Langsung 

lainnya dalam metrik ton setara CO2. 
5. Intensitas emisi GRK. 
6. Pengurangan emisi GRK dalam metrik ton setara CO2. 
7. Emisi Zat Perusak Ozon (ODS) dalam metrik ton setara 

triklorofluorometana (CFC-11). 
8. Nitrogen oksida (NOx), belerang oksida (SOx), dan emisi 

udara lainnya yang signifikan  
 

5.6.4 Aspek Limbah dan Pengukurannya 
Isu utama limbah adalah pencemaran dan kerusakan 

lingkungan yang dapat mengacam keanekaragaman hayati dan 
keselamatan dan kehidupan spesies di bumi, termasuk manusia. 
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Standar GRI mengatur organisasi untuk melaporkan kinerja 
lingkungan berikut terkait limbah: 
1. Pengelolaan limbah 
2. Timbulan limbah dalam metrik ton serta dampaknya 
3. Manajemen dampak material terkait limbah 
4. Limbah yang ditimbulkan 
5. Limbah yang dialihkan dari TPA dalam metrik ton 
6. Limbah yang dikirimkan ke TPA dalam metrik ton 

 
5.6.5 Aspek Air dan Pengukurannya 

Isu utama terkait air adalah pencemaran pada badan air 
sehingga mengancam kehidupan di laut dan di darat karena air 
adalah sumber kehidupan. Selain itu, saat ini terjadi isu 
kekeringan air (water stress) yang akan mengganggu kualitas 
hidup banyak orang. Sehingga, pengelolaan air perlu 
mendapatkan perhatian khusus. Standar GRI mengatur 
organisasi melaporkan kinerja lingkungan berikut terkait air: 
1. Pengelolaan air 
2. Interaksi dengan air (sumber daya bersama) 
3. Manajemen dampak pembuangan air 
4. Pengambilan air (dalam megaliter) berdasarkan sumber dan 

total padatan terlarutnya. 
5. Pengambilan air (dalam megaliter) berdasarkan tujuan 

pembuangan dan total padatan terlarutnya. 
6. Konsumsi air (dalam megaliter) 

 
5.6.6 Keanekaragaman Hayati 

Isu utama dalam keanekaragaman hayati adalah 
terganggunya aspek keanekaragaman hayati akibat aktivitas 
manusia. Standar GRO mengatur organisasi melaporkan kinerja 
lingkungan berikut terkait keanekaragaman hayati: 
1. Pengelolaan biodiversitas 
2. Lokasi operasi yang berdekatan dengan kawasan konservasi 

atau kawasan dengan nilai biodiversitas tinggi 
3. Dampak material kegiatan operasi pada biodiversitas 
4. Habitat yang dilindungi dan yang dipulihkan 
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5. Spesies dilindungi (yang terdaftar dalam daftar 
internasional, misalnya Daftar Merah IUCN atau daftar 
nasional)  
 

5.6.7 Penilaian Lingkungan Supplier 
Pengelolaan lingkungan yang baik mensyaratkan 

pengelolaan lingkungan di sepanjang rantai pasok. Standar GRI 
mengatur organisasi melaporkan kinerja lingkungan berikut 
terkait pemantauan supplier terkait lingkungan: 
1. Pengelolaan penilaian lingkungan supplier 
2. Seleksi supplier baru berdasarkan kriteria lingkungan, 

dalam bentuk persentase 
3. Dampak lingkungan tidak menguntungkan (negatif) di 

sepanjang rantai pasok dan tindakan yang telah diambil 
 
Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap Laporan 

Keberlanjutan, organisasi dapat melakukan penjaminan secara 
eksternal yang dipilih secara independen sehingga dapat 
mempublikasikan kesimpulan yang objektif dan tidak berpihak 
tentang pelaporan keberlanjutan organisasi. 
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BAB 6 
INVESTASI BERKELANJUTAN 
 

Oleh Arnadi Chairunnas 
 

6.1 Pendahuluan 
Investasi berkelanjutan mendeskripsikan mengenai 

pentingnya pengalokasian sumber daya ke dalam proyek-proyek 
dan aset-aset. Hal ini tentunya bukan hanya memberikan benefit 
secara finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial dan 
dampak terhadap lingkungan. Investasi berkelanjutan bertujuan 
untuk menciptakan value baik jangka pendek maupun jangka 
panjang dengan tetap memperhitungkan variabel ekonomi, 
sosial, dan lingkungan. Melalui tulisan ini, diharapkan para 
pemangku kepentingan dapat mengetahui dasar-dasar investasi 
berkelanjutan dan merespon dengan dukungan dengan cara 
memberikan sumber daya yang memadai guna mendukung 
investasi berkelanjutan secara holistik. 
 

6.2 Defenisi Investasi Berkelanjutan 
Investasi berkelanjutan atau biasa dikenal dengan istilah 

“sustainable investment” merujuk pada praktik dalam 
berinvestasi yang mempertimbangkan keuntungan secara 
finansial jangka pendek, dampak sosial, lingkungan, dan tata 
kelola Perusahaan (Dorfleitner, 2015). Tujuan utama dari 
investasi berkelanjutan adalah mencapai ekuivalensi antara 
keuntungan finansial, tanggung jawab sosial, dan dampak 
lingkungan. 

Berikut merupakan elemen utama pada investasi 
berkelanjutan: 
1. Lingkungan (Environment) 

Investasi berkelanjutan tidak lepas dari dampak ekologi dan 
lingkungan perusahaan atau proyek investasi. Ini mencakup 
pertimbangan terhadap kondisi tertentu, seperti perubahan 
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iklim, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan 
lingkungan. 

2. Sosial (Social) 
Faktor sosial melibatkan aspek-aspek seperti hak asasi 
manusia, kondisi kerja, keberagaman suku dan budaya, 
kesetaraan gender, dan dampak sosial positif pada 
komunitas local di suatu daerah. 

3. Tata Kelola Perusahaan (Governance) 
Aspek tata kelola perusahaan tentunya mencakup proses 
pengelolaan perusahaan secara menyeluruh. Tentunya hal 
ini juga melingkupi kebijakan korporasi, etika bisnis, 
transparansi, dan akuntabilitas. 
 

6.3 Jenis Investasi Berkelanjutan 
Investasi berkelanjutan mencakup berbagai jenis 

instrumen keuangan yang dibuat dengan tujuan pencapaian 
keuangan sekaligus memperhatikan faktor-faktor lingkungan, 
sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG). Berikut adalah 
beberapa jenis investasi berkelanjutan yang biasa dikenal, yaitu: 
1. Obligasi Hijau (Green Bonds) 

Obligasi ini diterbitkan oleh entitas pemerintah, lembaga 
keuangan, atau perusahaan untuk mendanai proyek-proyek 
yang memberikan dampak positif pada lingkungan. Dana 
yang diperoleh dari penjualan obligasi ini digunakan untuk 
proyek-proyek seperti energi terbarukan, efisiensi energi, 
dan proyek-proyek ramah lingkungan lainnya. 

2. Saham Berkelanjutan (Sustainable Stocks) 
Saham perusahaan yang memiliki praktik bisnis 
berkelanjutan dan memenuhi kriteria ESG. Investor mencari 
saham-saham ini sebagai bagian dari strategi portofolio 
yang lebih berkelanjutan. 

3. Dana Investasi Berkelanjutan (Sustainable Mutual 
Funds/ETFs) 
Dana investasi ini ditujukan khusus pada saham-saham atau 
obligasi-obligasi yang telah memenuhi kriteria ESG. Investor 
dapat berinvestasi dalam dana ini untuk mendiversifikasi 
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portofolio mereka dengan mempertimbangkan faktor 
keberlanjutan. 

4. Obligasi Sosial (Social Bonds) 
Sama seperti obligasi hijau, obligasi sosial diterbitkan untuk 
mendanai proyek-proyek dengan dampak sosial positif, 
seperti proyek-proyek pendidikan, perumahan sosial, atau 
layanan kesehatan masyarakat yang bisa diakses. 

5. Investasi Berbasis Nilai (Values-Based Investing): 
Ini melibatkan pemilihan investasi berdasarkan nilai-nilai 
pribadi atau etika investor. Ini bisa termasuk menghindari 
investasi dalam industri tertentu atau memilih untuk 
mendukung perusahaan-perusahaan dengan prinsip-prinsip 
tertentu. 

6. Investasi Pengembangan Berkelanjutan (Impact Investing) 
Fokusnya adalah pada investasi yang secara langsung 
menyumbang pada solusi permasalahan sosial atau 
lingkungan, sambil mencapai pengembalian finansial. 
Contohnya termasuk investasi dalam perusahaan-
perusahaan sosial atau proyek-proyek pembangunan 
berkelanjutan. 

7. Dana Pensiun Berkelanjutan (Sustainable Pension Funds) 
Dana pensiun dan reksa dana pensiun yang mengadopsi 
pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan portofolio 
investasinya. 

8. Instrumen Keuangan Berkelanjutan Lainnya 
Selain obligasi dan saham, ada berbagai instrumen 
keuangan lain yang dikembangkan dengan fokus pada 
keberlanjutan, termasuk derivatif keuangan dan produk-
produk struktural berkelanjutan. 

 
Investasi berkelanjutan terus berkembang, dan semakin 

banyak produk keuangan yang dirancang untuk memenuhi 
permintaan investor yang peduli dengan keberlanjutan. 
Keputusan untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen ini 
sangat tergantung pada tujuan keuangan dan nilai-nilai pribadi 
investor. 
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6.4 Fungsi Investasi Berkelanjutan 
Investasi berkelanjutan memiliki beberapa fungsi yang 

mencakup tujuan keuangan jangka panjang dan dampak positif 
pada lingkungan, sosial, serta tata kelola perusahaan. Berikut 
adalah beberapa fungsi utama dari investasi berkelanjutan: 
1. Menghasilkan Pengembalian Keuangan 

Meskipun aspek keberlanjutan menjadi fokus utama, 
investasi berkelanjutan tetap bertujuan untuk menghasilkan 
pengembalian keuangan yang kompetitif. Investor berharap 
bahwa perusahaan atau proyek yang mempraktikkan 
keberlanjutan juga dapat memberikan hasil finansial yang 
baik. 

2. Diversifikasi Portofolio 
Investasi berkelanjutan memberikan opsi diversifikasi 
portofolio. Dengan menambahkan aset-aset yang berfokus 
pada ESG, investor dapat meminimalkan risiko portofolio 
mereka dengan mengalokasikan dana ke sektor-sektor yang 
memiliki dampak sosial dan lingkungan yang positif. 

3. Mendorong Perusahaan untuk Bertindak Berkelanjutan 
Melalui investasi berkelanjutan, investor memiliki kekuatan 
untuk memengaruhi perilaku perusahaan. Dengan 
menanamkan modal dalam perusahaan yang mematuhi 
prinsip-prinsip ESG, investor dapat mendorong praktik 
bisnis yang lebih berkelanjutan. 

4. Responsibilitas Sosial dan Lingkungan 
Investasi berkelanjutan membantu memenuhi tanggung 
jawab sosial dan lingkungan investor terhadap masyarakat 
dan planet ini. Dengan memilih investasi yang 
memperhatikan faktor ESG, investor berpartisipasi dalam 
upaya untuk meningkatkan keberlanjutan dan mengurangi 
dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. 

5. Menangkap Peluang Pasar Baru 
Seiring dengan meningkatnya kesadaran global tentang 
keberlanjutan, ada peluang untuk pertumbuhan di sektor-
sektor yang berfokus pada solusi berkelanjutan. Investor 
berkelanjutan dapat memanfaatkan peluang ini untuk 
berinvestasi dalam perusahaan atau proyek yang 
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mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih 
berkelanjutan. 

6. Mengelola Risiko Jangka Panjang 
Dengan mempertimbangkan aspek ESG, investor dapat 
mengidentifikasi dan mengelola risiko jangka panjang yang 
mungkin muncul, seperti risiko peraturan, risiko reputasi, 
atau risiko yang terkait dengan perubahan iklim. 

7. Memberikan Dukungan kepada Perusahaan Berkelanjutan 
Investasi berkelanjutan memberikan dukungan finansial 
kepada perusahaan-perusahaan yang memimpin dalam 
praktik bisnis berkelanjutan. Ini membantu mendorong 
kompetisi positif di antara perusahaan untuk meningkatkan 
standar ESG mereka. 

8. Pengaruh pada Praktik Industri 
Melalui investasi berkelanjutan, investor dapat memainkan 
peran penting dalam mengubah praktik industri secara 
keseluruhan. Dengan menuntut tanggung jawab sosial dan 
lingkungan dari perusahaan, investor dapat membentuk 
standar industri yang lebih baik. 

 
Investasi berkelanjutan, ketika dilaksanakan sesuai 

dengan regulasi yang berlaku, tidak hanya akan memberikan 
pengembalian finansial, tetapi juga berperan penting dalam 
membentuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan 
berdampak positif. 
 

6.5 Strategi dalam Investasi Berkelanjutan 
Strategi investasi berkelanjutan didasarkan pada 

pendekatan yang mempertimbangkan tidak hanya keuntungan 
finansial tetapi juga dampak sosial dan lingkungan. Berikut 
adalah beberapa strategi investasi berkelanjutan yang dapat 
diambil: 
1. Integrasi ESG dalam Proses Keputusan 

Analisis Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) yaitu  
melibatkan penilaian mendalam terhadap faktor-faktor ESG 
dalam analisis keputusan investasi. Proses integrasi ini 
tentunya dengan memperhatikan Skor ESG yang dimiliki.  
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Skor ESG digunakan untuk mengevaluasi kinerja 
perusahaan atau proyek dari perspektif lingkungan, sosial, 
dan tata Kelola (Chandra, 2022). 

2. Diversifikasi Portofolio Berkelanjutan 
Strategi ini dilakukan dengan menyesuaikan portofolio 
dengan sektor-sektor yang dianggap berkelanjutan, seperti 
energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, atau 
perusahaan dengan praktik tata kelola yang baik. Selain itu, 
indeks berkelanjutan juga memainkan peran untuk 
menginvestasikan dalam dana indeks atau Exchange-Traded 
Funds (ETF) yang memilih perusahaan berdasarkan kriteria 
berkelanjutan. 

3. Engagement dan Voting Pemegang Saham 
Strategi pada tingkatan ini yaitu dengan berpartisipasi 
dalam Rapat Pemegang Saham. Pemegang saham dapat 
memanfaatkan hak mereka untuk berpartisipasi dalam 
rapat perusahaan dan menyuarakan keprihatinan mereka 
terkait isu-isu berkelanjutan. Pemegang saham juga dapat 
menggunakan hak voting untuk mendukung resolusi 
berkelanjutan dan tata kelola yang baik. 

4. Thematic Investing 
Strategi jenis ini berfokus pada tema-tema spesifik yang 
mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti 
investasi dalam air bersih, pendidikan, atau pangan 
berkelanjutan. 

5. Green Bonds dan Social Impact Bonds 
Jenis strategi ini implementasinya dengan cara berinvestasi 
dalam obligasi yang diterbitkan untuk mendukung proyek-
proyek lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini akan 
berdampak positif sosial, seperti proyek pendidikan atau 
pemberdayaan masyarakat. 

6. Screening dan Negative Screening 
Screening yang dimaksud yaitu memilih investasi 
berdasarkan kriteria positif, seperti perusahaan yang 
memiliki praktik berkelanjutan atau memenuhi standar 
tertentu. Sedangkan Screening Negatif yaitu menghindari 
investasi dalam sektor-sektor atau perusahaan yang terlibat 
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dalam kegiatan yang dianggap merugikan, seperti senjata 
atau energi fosil. 

7. Inovasi Finansial Berkelanjutan 
Strategi ini dilakukan dengan mendorong pengembangan 
produk keuangan yang mendukung investasi berkelanjutan, 
seperti obligasi berkelanjutan atau sukuk hijau. 

8. Pemantauan dan Pelaporan Kinerja Berkelanjutan 
Strategi jenis ini dilakukan dengan cara memantau kinerja 
investasi dari segi finansial, sosial, dan lingkungan. Tahapan 
selanjutnya dengan melibatkan pelaporan yang transparan 
terkait dampak investasi terhadap ESG dan upaya 
pembangunan berkelanjutan. 

 
Strategi investasi berkelanjutan dapat beragam dan 

kompleks, tergantung pada tujuan investor, toleransi risiko, dan 
nilai-nilai yang diutamakan. Pemilihan strategi yang sesuai 
dengan profil investasi dan tujuan jangka panjang investor. 
Tujuan jangka Panjang inilah yang akan menjadi kunci 
kesuksesan dalam investasi berkelanjutan. 
 

6.6 Investasi Berkelanjutan di Indonesia 
Investasi berkelanjutan di Indonesia mengalami 

pertumbuhan yang positif seiring dengan meningkatnya 
kesadaran masyarakat dan perusahaan terhadap keberlanjutan. 
Beberapa perkembangan terkait investasi berkelanjutan di 
Indonesia melibatkan berbagai sektor, termasuk keuangan, 
energi, dan industri. Berikut adalah beberapa aspek investasi 
berkelanjutan di Indonesia: 
1. Obligasi Hijau dan Sosial 

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan obligasi hijau 
untuk mendukung proyek-proyek ramah lingkungan, seperti 
energi terbarukan dan pengelolaan limbah. Selain itu, 
obligasi sosial digunakan untuk mendanai proyek-proyek 
yang memiliki dampak sosial positif, seperti infrastruktur 
kesehatan dan pendidikan. 
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2. Perusahaan Berkelanjutan 
Banyak perusahaan di Indonesia mulai memperhatikan 
praktik bisnis berkelanjutan. Beberapa di antaranya telah 
mengadopsi kebijakan lingkungan, sosial, dan tata kelola 
perusahaan (ESG) untuk meningkatkan kinerja 
berkelanjutan mereka dan memenuhi tuntutan pasar global. 

3. Industri Energi Terbarukan 
Dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas 
rumah kaca dan meningkatkan pemanfaatan energi 
terbarukan, investasi dalam proyek-proyek energi 
terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, angin, 
dan hidro menjadi semakin penting. 

4. Pasar Modal Berkelanjutan 
Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki inisiatif untuk 
mengembangkan pasar modal berkelanjutan. BEI 
memperkenalkan indeks saham berkelanjutan, yang 
mencakup perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria 
ESG tertentu. Hal ini membantu mendorong perusahaan 
untuk meningkatkan praktik berkelanjutan mereka. 

5. Inisiatif Pemerintah 
Pemerintah Indonesia secara aktif terlibat dalam 
mempromosikan investasi berkelanjutan. Inisiatif-inisiatif 
seperti Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah 
Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) mencakup langkah-langkah 
untuk mengintegrasikan keberlanjutan dalam 
pembangunan nasional. 

6. Pelatihan dan Kesadaran 
Terdapat peningkatan kesadaran di kalangan investor, 
perusahaan, dan masyarakat umum tentang pentingnya 
investasi berkelanjutan. Pelatihan dan kampanye kesadaran 
diadakan untuk meningkatkan pemahaman tentang ESG dan 
mendorong partisipasi dalam investasi berkelanjutan. 

7. Dukungan dari Lembaga Keuangan Internasional 
Beberapa lembaga keuangan internasional, seperti Bank 
Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan lembaga 
keuangan multilateral lainnya, memberikan dukungan dan 
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pembiayaan untuk proyek-proyek berkelanjutan di 
Indonesia. 

8. Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan 
Investasi berkelanjutan juga terlihat dalam proyek-proyek 
infrastruktur yang memperhitungkan dampak lingkungan 
dan sosial serta mematuhi standar keberlanjutan. 

 
Meskipun terdapat perkembangan positif, masih ada 

tantangan yang perlu diatasi, termasuk perluasan pemahaman 
ESG, pengembangan peraturan yang lebih ketat, dan 
meningkatkan transparansi pelaporan ESG. Namun, investasi 
berkelanjutan terus menjadi bagian penting dari peta jalan 
pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. 

 

6.7 Peluang dan Tantangan dalam Investasi 
Berkelanjutan 

6.7.1 Peluang Investasi Berkelanjutan 
1. Pertumbuhan Sektor Berkelanjutan 

Investasi dalam sektor-sektor seperti energi terbarukan, 
teknologi ramah lingkungan, dan pertanian berkelanjutan 
dapat memberikan peluang pertumbuhan yang signifikan. 

2. Inovasi dan Teknologi 
Investasi dalam perusahaan yang berfokus pada inovasi dan 
teknologi berkelanjutan dapat menghasilkan keuntungan 
jangka panjang. 

3. Permintaan Konsumen 
Kenaikan kesadaran konsumen terhadap produk dan 
layanan berkelanjutan membuka peluang bagi perusahaan 
yang mampu memenuhi permintaan ini. 

4. Green Bonds dan Obligasi Sosial 
Penerbitan dan investasi dalam green bonds dan obligasi 
sosial memberikan peluang untuk mendukung proyek-
proyek berkelanjutan. 

5. Dukungan Regulasi 
Regulasi yang mendukung praktik bisnis berkelanjutan 
dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi 
berkelanjutan. 
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6. Kesempatan untuk Peningkatan Efisiensi Operasional 
Perusahaan yang mengadopsi praktik berkelanjutan dapat 
mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi, dan 
mengurangi risiko jangka panjang. 

7. Investasi Sosial 
Investasi dalam proyek-proyek yang memberikan dampak 
positif terhadap masyarakat, seperti pendidikan atau 
pemberdayaan perempuan, dapat memberikan keuntungan 
finansial dan sosial. 

 
6.7.2 Tantangan Investasi Berkelanjutan 
1. Ketidakpastian Politik dan Hukum 

Ketidakpastian politik dan perubahan regulasi dapat 
menciptakan risiko tambahan bagi investor dalam hal 
penanaman investasi secara berkelanjutan. 

2. Keterbatasan Data dan Standarisasi 
Keterbatasan data yang konsisten dan standarisasi dalam 
pelaporan ESG dapat membuat analisis dan pemantauan 
kinerja berkelanjutan menjadi lebih sulit. 

3. Biaya Awal yang Tinggi 
Beberapa investasi berkelanjutan, seperti energi terbarukan, 
mungkin memerlukan biaya awal yang tinggi sebelum 
mencapai tingkat pengembalian yang signifikan. 

4. Kesulitan Pengukuran Dampak Sosial 
Pengukuran dampak sosial dari investasi dapat menjadi 
kompleks dan sulit didefinisikan dengan jelas. 

5. Tantangan untuk Mengubah Model Bisnis 
Beberapa perusahaan mungkin menghadapi kesulitan 
dalam mengubah model bisnis mereka untuk memenuhi 
standar berkelanjutan. 

6. Risiko Perubahan Iklim 
Perubahan iklim dapat menyebabkan risiko ekonomi dan 
lingkungan yang dapat mempengaruhi kinerja investasi 
berkelanjutan. 

7. Tantangan Integrasi ESG 
Integrasi faktor ESG ke dalam proses pengambilan 
keputusan dan praktik bisnis mungkin memerlukan 
perubahan budaya organisasi. 



 

73 

8. Greenwashing 
Generasi milenial seringkali menunjukkan minat dalam hal 
investasi berkelanjutan (Herlan, 2023). Risiko 
greenwashing, di mana beberapa perusahaan mungkin 
membuat klaim palsu atau menyesatkan tentang praktik 
berkelanjutan mereka, dapat membingungkan investor. 

 
Investasi berkelanjutan menghadapi sejumlah tantangan, 

tetapi dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai 
pihak, peluang untuk menciptakan dampak positif baik secara 
finansial maupun sosial dapat menjadi kenyataan.  
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BAB 7 
INOVASI BERKELANJUTAN 
 

Oleh Fenny Marietza 
 

7.1 Pendahuluan 
Berkembangnya kondisi perekonomian dan bisnis saat ini 

membuat tantangan bagi organisasi untuk memenuhi harapan 
pelanggan, menavigasi transformasi digital, dan mengurangi 
berbagai risiko. Agar tetap kompetitif, perusahaan harus 
memprioritaskan inovasi dan terus beradaptasi dengan 
pergeseran seismik ini. Namun, kunci keberhasilan jangka 
panjang tidak hanya terletak pada inovasi tetapi juga pada 
inovasi berkelanjutan. Perusahaan yang menguasai esensi 
inovasi berkelanjutan lebih mungkin untuk memberikan nilai 
ekonomi terobosan dan mendapatkan keunggulan kompetitif. 
Pada bagian ini, kita akan mengeksplorasi konsep inovasi 
berkelanjutan, pentingnya dalam dunia bisnis saat ini, dan 
langkah-langkah penting untuk mencapai kinerja inovasi yang 
unggul. 

 

7.2 Definisi Inovasi Berkelanjutan Dalam 
Akuntansi 

Inovasi dikaitkan dengan keberhasilan membawa produk 
atau layanan baru dan terbukti ke pasar, menghasilkan adopsi 
konsumen dan, dengan itu, profitabilitas. Namun, orang 
terkadang bingung apa (seperti dalam produk, layanan, atau 
aplikasi baru atau yang disempurnakan) dengan bagaimana 
(seperti dalam proses mengembangkan dan membawa produk 
baru ke pasar). Banyak orang juga bingung antara penemuan 
dan inovasi. Penemuan mendahului inovasi. Invensi adalah 
proses menguji hipotesis atau membuat prototipe ide baru, 
sedangkan inovasi adalah proses mengubah invensi menjadi 
solusi yang dianut secara luas (Beausoleil, 2022). 
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Inovasi berkelanjutan akuntansi mencakup penciptaan 
fungsi-fungsi baru dalam perangkat lunak akuntansi, praktik 
akuntansi berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial perusahaan, 
serta peran akuntansi dalam mencapai pembangunan 
berkelanjutan. Beberapa contoh inovasi akuntansi berkelanjutan 
termasuk penggunaan informasi keuangan dan non-keuangan 
untuk memantau dan melaporkan kinerja perusahaan secara 
holistik, dengan mempertimbangkan konsekuensi sosial, 
lingkungan, dan ekonomi organisasi. Selain itu, akuntansi dapat 
berperan dalam mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(SDGs) dengan mendorong investasi jangka panjang di bidang 
infrastruktur dan inovasi. Akibatnya, inovasi akuntansi yang 
berkelanjutan memainkan peran penting dalam 
mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan menjaga 
keadaan lingkungan (Khairin, 2020) 
Pentingnya inovasi berkelanjutan dalam akuntansi 

Beberapa aspek pentingnya inovasi berkelanjutan dalam 
akuntansi terdiri dari: 
1. Akuntansi berkelanjutan dapat mendukung inovasi bisnis 

dan menjaga kondisi bumi di masa yang akan datang. 
2. Inovasi dalam akuntansi akan mengintegrasikan berbagai 

elemen untuk mencapai transformasi keuangan dan 
meningkatkan kinerja perusahaan. 

3. Membantu perusahaan mengoptimalkan proses, efisiensi 
dan kualitas produk atau layanan 

4. Inovasi dalam akuntansi juga berkaitan dengan 
pengembangan bisnis yang fokus pada pelanggan, 
manajemen keuangan dan tanggung jawab sosial 

 

7.3 Tantangan Inovasi Berkelanjutan Saat Ini 
Dalam Akuntansi 

"Akuntansi lingkungan" mencakup lebih dari sekadar 
menghitung manfaat dan pengeluaran lingkungan. Ini adalah 
proses akuntansi untuk setiap biaya dan manfaat yang 
dihasilkan dari perubahan produk atau operasi perusahaan, di 
mana perubahan tersebut juga melibatkan perubahan 
konsekuensi lingkungan. Peningkatan akuntansi untuk biaya dan 
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keuntungan non-lingkungan seperti harga input, permintaan 
pelanggan, dan sebagainya dapat menghasilkan perubahan 
dalam pengambilan keputusan yang memiliki dampak 
lingkungan. Sistem akuntansi lingkungan yang komprehensif 
harus memperhitungkan total biaya lingkungan dan 
memasukkan biaya lingkungan ke dalam penganggaran modal, 
alokasi biaya, desain proses / produk, dan pilihan jangka 
panjang lainnya. Saat ini, sebagian besar informasi perusahaan 
dan platform pengambilan keputusan tidak mendukung 
pengambilan keputusan proaktif dan masa depan (USEPA, 
1995). 

Akuntansi lingkungan (EA) dipandang sebagai suplemen 
penting oleh eksekutif bisnis dan pendukung lingkungan untuk 
meningkatkan pengambilan keputusan lingkungan di sektor 
swasta. Apakah tujuannya adalah penghindaran polusi atau 
konsep yang lebih luas dari "keberlanjutan perusahaan," ada 
keyakinan umum bahwa akuntansi lingkungan yang kompeten 
akan membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan 
menerapkan kemajuan lingkungan yang layak secara komersial. 
Selain itu, peraturan lingkungan bergeser ke arah kebijakan 
publik yang jauh lebih bergantung pada pengumpulan dan 
pelaporan data lingkungan.  Semakin banyak literatur 
mendokumentasikan praktik akuntansi yang tidak pantas yang 
memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan 
keputusan lingkungan (USEPA, 1995). Kegagalan untuk 
memperhitungkan kewajiban kontinjensi di masa depan, serta 
kegagalan untuk mengukur dampak biaya lingkungan, sering 
menjadi sasaran kritik.  

Alokasi pengeluaran lingkungan untuk akun overhead 
umum, kegagalan untuk memperhitungkan kewajiban 
kontinjensi di masa depan, dan kegagalan untuk mengukur 
dampak kebijakan lingkungan pada citra perusahaan dan 
hubungan pelanggan dan pemasok sering menjadi sasaran 
kritik. Akuntansi lingkungan yang buruk, dari sudut pandang 
kebijakan publik, berarti bahwa sektor swasta lebih cenderung 
"kehilangan" investasi, pengadaan, dan peluang desain proses 
dan produk dengan manfaat finansial dan lingkungan. Sering 
diasumsikan bahwa prosedur akuntansi lingkungan yang lebih 
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baik, bersama dengan tujuan ekonomi sektor swasta, akan 
menghasilkan keuntungan lingkungan yang besar. Sudut 
pandang ini telah memicu literatur yang berkembang tentang 
pendekatan keuangan dan akuntansi untuk meningkatkan 
proses akuntansi [Moilanen & Martin, 1996). Ini adalah 
beberapa kesulitan sosial dan lingkungan yang dihadapi 
lingkungan. 

Akuntansi mencatat peristiwa dalam organisasi, 
peristiwa yang dapat diverifikasi ditetapkan, dan peristiwa 
bisnis yang dapat dinyatakan dalam hal nilai moneter (Baricz & 
Roth, 2000) Mempertimbangkan pertimbangan lingkungan 
sangat sulit karena konsekuensi lingkungan sebagian besar 
terjadi di luar organisasi. Kejadian eksternal ini biasanya 
diinternalisasi melalui peraturan perundang-undangan, terlepas 
dari kenyataan bahwa asumsi bahwa perlindungan lingkungan 
menjadi faktor yang semakin penting dalam daya saing 
perusahaan tampaknya semakin dibenarkan (Schaltegger & 
Burritt, 2000) Akuntansi tradisional berfokus pada transaksi 
komersial sambil mengabaikan biaya sosial dan eksploitasi 
sumber daya alam. 

Akuntansi tradisional memberikan lebih sedikit 
informasi tentang bagaimana aksi korporasi mempengaruhi 
lingkungan atau seberapa tinggi biaya sosial daripada akuntansi 
lingkungan. Alasan utama untuk ini adalah bahwa sumber daya 
alam tidak dipegang oleh korporasi dan, dengan demikian, tidak 
termasuk dalam laporan kondisi keuangan; Oleh karena itu, 
penyusutan tidak dapat dilaporkan (Schaltegger & Burritt, 
2000). Tugas akuntansi yang paling penting adalah menawarkan 
informasi yang jujur dan adil kepada pemangku kepentingan 
sehingga mereka dapat membuat keputusan berdasarkan 
informasi (Baricz & Roth, 2000).Tujuan ini tidak dapat dicapai 
jika sistem dibangun di atas informasi yang tidak lengkap; 
Mengingat fungsi aslinya, akuntansi tradisional adalah sistem 
pernyataan standar yang tidak dapat mengukur dan 
menjelaskan jumlah sumber daya alam yang terbatas. 

Akuntansi tradisional memprioritaskan laba dan tidak 
cukup mengatasi masalah lingkungan dan sosial. Ini 
menggunakan uang sebagai unit pengukuran standar dan pada 
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dasarnya nilai pada nilai sebelumnya, yang tidak selalu 
memberikan data yang sebanding dan terkini. Selain pengambil 
keputusan internal, pemegang kepentingan eksternal seperti 
otoritas pemerintah, organisasi lain, pembeli, dan bank juga 
memperluas permintaan mereka akan informasi akuntansi 
lingkungan. Akuntansi tradisional tidak dapat memberikan 
informasi yang tepat kepada pemangku kepentingan internal 
atau eksternal tentang efektivitas keuangan kegiatan 
lingkungan. Untuk menawarkan informasi tentang kinerja 
lingkungan organisasi, data yang tepat diperlukan, yang sering 
diperoleh melalui informasi yang dinyatakan dalam unit fisik. 
Kadang-kadang perlu untuk mempelajari proses input-output 
atau volume output yang dinyatakan dalam unit material, yang 
tidak termasuk dalam akuntansi manajemen yang khas, 
terutama untuk faktor lingkungan (Jones, 2010). 

 

7.4 Peran Inovasi Berkelanjutan Dalam Akuntansi 
Peran inovasi dalam mengintegrasikan faktor lingkungan, 

sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam praktik akuntansi sangat 
penting. Inovasi juga mencakup adopsi akuntansi triple bottom 
line untuk pengukuran kinerja holistik dan penggunaan 
teknologi serta analisis data untuk pelaporan yang 
berkelanjutan. 
Integrasi faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke 
dalam praktik akuntansi 

Beberapa integrasi faktor-faktor ESG dalam akuntansi 
terdiri dari: 
1. Keberlanjutan lingkungan: integrasi faktor ESG yang 

pertama adalah memasukkan aspek lingkungan dalam 
akuntansi untuk mengukur dampak perusahaan terhadap 
lingkungan sekitar. 

2. Tata kelola yang baik: dengan menekankan tata kelola yang 
baik dalam praktik akuntansi 

3. Kesejahteraan sosial: memperhitungkan kontribusi sosial 
perusahaan dalam akuntansi  
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Adopsi akuntansi triple bottom line untuk pengukuran 
kinerja holistik 
Akuntansi triple bottom line merupakan metode yang 
mendorong permasalahan dan tekanan sosial kearah ekonomi 
dan mengubah perilaku perusahaan melalui tekanan 
institusional yang terdiri dari: 
1. Keuntungan ekonomi, yaitu pengukuran kinerja keuangan 

dari perspektif inovasi berkelanjutan. 
2. Dampak Sosial, yaitu pencapaian perusahaan terhadap 

kesejahteraan sosial sebagai indikator kesuksesan 
perusahaan. 

3. Preservasi lingkungan, yaitu pengelolaan risiko dan 
dampak lingkungan sebagai bagian dari perhitungan 
kinerja perusahaan 

 
Penggunaan teknologi dan analisis data untuk pelaporan 
dan pengambilan keputusan yang berkelanjutan 

Penggunaan teknologi dan analisis data dalam pelaporan 
akuntansi yang berdampak pada pengambilan keputusan 
dengan melakukan : 
1. Transformasi digital dalam mempercepat pelaporan dan 

analisis data 
2. Pemanfaatan big data dalam mengukur dampak 

keberlanjutan perusahaan dan  
3. Pelaporan yang interaktif untuk mempermudah 

pengambilan keputusan berkelanjutan. 
 
Pengukuran kinerja holistik 

Inovasi dalam akuntansi dalam pengukuran kinerja 
adalah dengan mengintegrasikan ESG dalam pengukuran 
kinerja, menjadikan pengukuran sosial sebagai bagian kinerja 
holistic perusahaan dan memastikan transparansi dalam 
pelaporan kinerja holistic perusahaan. 
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7.5 Praktik Terbaik Untuk Inovasi Berkelanjutan 
Dalam Akuntansi 

Implementasi kerangka pelaporan ESG (misalnya, Global 
Reporting Initiative, Sustainability Accounting Standards Board) 

ESG (Environmental, Social and Governance) adalah 
konsep yang menggambarkan tiga aspek kunci dalam bisnis. 
Environmental atau lingkungan adalah konsep bagaimana 
perusahaan mempengaruhi dan berinteraksi dengan lingkungan 
sekitar termasuk mengurangi emisi karbon, mengelola limbah 
dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang ada. 

Social atau sosial adalah konsep bagaimana perusahaan 
berinteraksi dengan masyrakat, termasuk kepada karyawannya, 
kualitas produk atau layanan, serta dukungan terhadap 
komunitas dan inisiatif sosial. Terakhir adalah governance atau 
tata kelola yang merupakan etika perusahaan, transparansi 
dalam pengambilan keputusan, kepatuhan hukum dan praktik 
tata kelola yang baik (https://environment-indonesia.com/esg-
framework-dan-implementasinya-dalam-bisnis). 

Terdapat berbagai kerangka kerja yang digunakan oleh 
perusahaan di seluruh dunia. Di bawah ini beberapa contoh 
kerangka kerja yang umum digunakan: 
1. Global Reporting Initiative (GRI) 

GRI adalah salah satu kerangka kerja pelaporan ESG yang 
paling dikenal dan banyak digunakan. GRI membantu 
perusahaan mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan 
dampak ESG mereka. Kerangka kerja ini memiliki panduan 
yang sangat komprehensif untuk melaporkan berbagai 
aspek dan telah menjadi standar industri. 

2. Sustainability Accounting Standards Board (SASB) 
SASB adalah organisasi yang mengembangkan standar ESG 
untuk sektor industri tertentu. Mereka menyediakan 
panduan yang spesifik untuk berbagai sektor ekonomi, 
membantu perusahaan mengidentifikasi faktor ESG yang 
paling relevan dalam bisnis mereka. 

3. United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) 
SDGs adalah sekelompok tujuan global yang ditetapkan oleh 
PBB untuk mengatasi tantangan sosial dan lingkungan. 

https://environment-indonesia.com/esg-framework-dan-implementasinya-dalam-bisnis
https://environment-indonesia.com/esg-framework-dan-implementasinya-dalam-bisnis
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Banyak perusahaan menggunakan SDGs sebagai panduan 
dalam mengintegrasikan ESG dalam strategi bisnis mereka 
dan berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan tersebut. 

4. Carbon Disclosure Project (CDP) 
CDP adalah platform yang membantu perusahaan 
melaporkan informasi terkait emisi karbon dan tindakan 
iklim mereka. Ini membantu perusahaan mengukur dampak 
lingkungan mereka dan bergerak menuju keberlanjutan 
yang lebih besar dalam hal karbon. 

5. Principles for Responsible Investment (PRI) 
PRI adalah inisiatif yang mendukung investor dalam 
mengintegrasikan faktor ESG dalam pengambilan keputusan 
investasi mereka. Ini mencakup enam prinsip yang 
memandu investor untuk mengintegrasikan ESG dalam 
praktik investasi mereka. 
Implementasi dari ESG sendiri dimulai dari penetapan KPI 
(key performance indicators), integrasi dalam kebijakan dan 
prosedur dalam rantai pasokan, kebijakan sumber daya 
manusia dan pengelolaan risiko, keterlibatan pemangku 
kepentingan seperti investor, karyawan, pelanggan dan 
komunitas local untuk memahami kebutuhan mereka dan 
memasukkan mereka dalam strategi perusahaan, pelatihan 
internal, pengukuran dan pelaporan yang transparan dan 
audit untuk memastikan kepatuhan terhadap praktik ESG 
dan identifikasi area dimana yang memerlukan perbaikan 
(https://environment-indonesia.com/esg-framework-dan-
implementasinya-dalam-bisnis). 

 

7.6 Manfaat Inovasi Berkelanjutan Dalam 
Akuntansi 

Menurut Corrado, Haskel, Miranda, & Sichel (2020) 
penerapan inovasi berkelanjutan dalam praktik akuntansi dapat 
memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Tiga 
manfaat utama dari inovasi berkelanjutan dalam akuntansi 
terdiri dari: 
1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pelaporan keuangan: Praktik akuntansi berkelanjutan dapat 

https://environment-indonesia.com/esg-framework-dan-implementasinya-dalam-bisnis
https://environment-indonesia.com/esg-framework-dan-implementasinya-dalam-bisnis
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meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses 
pelaporan keuangan. Dengan memperkenalkan standar dan 
metode akuntansi yang lebih jelas dan terukur, perusahaan 
dapat memberikan pemangku kepentingan dengan 
informasi lebih akurat dan terpercaya. 

2. Peningkatan manajemen risiko melalui identifikasi risiko 
terkait ESG: Inovasi berkelanjutan dalam akuntansi dapat 
membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola 
risiko terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan 
(ESG). Dengan memasukkan faktor-faktor ESG ke dalam 
proses akuntansi, perusahaan dapat secara proaktif 
mengurangi risiko dan memperkuat keberlanjutan bisnis 
mereka. 

3. Peningkatan reputasi dan nilai merek melalui praktik 
berkelanjutan: Perusahaan yang melakukan inovasi 
berkelanjutan dalam akuntansi dapat membangun reputasi 
yang kuat sebagai pemimpin dalam keberlanjutan. Praktik 
akuntansi berkelanjutan yang transparan dan bertanggung 
jawab dapat meningkatkan citra perusahaan dan nilai 
merek, membantu menarik investor dan menumbuhkan 
hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. 

 

7.7 Tantangan dan Peluang di Masa Yang Akan 
Datang 

Tantangan dari inovasi berkelanjutan dibidang akuntansi 
adalah melakukan transformasi kea rah praktik berkelanjutan 
yang seringkali membutuhkan perubahan budaya, metode kerja 
dan paradigma perusahaan. Beberapa tantangan lainnya yaitu 
ketidakpastian regulasi, kompleksitas pengukuran dampak 
lingkungan dan sosial, serta kurangnya kesadaran dan 
pemahaman di kalangan praktisi akuntansi 

Prospek dimasa yang akan datang adalah dengan 
penerapan inovasi berkelanjutan dapat membuka pintu untuk 
mencapai keunggulan kompetitif dan meningkatkan reputasi 
perusahaan dan memenuhi tuntutan pelanggan. Teknologi 
canggih memanfaatkan teknologi baru, seperti kecerdasan 
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buatan dan analisis big data, untuk meningkatkan efektivitas 
pelaksanaan inovasi berkelanjutan. 
 

7.8 Kesimpulan 
Inovasi berkelanjutan dalam akuntansi memberikan 

manfaat yang tidak hanya berguna bagi perusahaan, tetapi juga 
bagi masyarakat luas dan lingkungan. Dengan meningkatkan 
transparansi, mengelola risiko terkait ESG, dan membangun 
reputasi yang kuat, perusahaan dapat menciptakan 
keberlanjutan jangka panjang dan memberikan kontribusi 
positif terhadap dunia yang lebih baik. 
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BAB 8 
PELAPORAN KEBERLANJUTAN DAN 
TRANSPARANSI 
 

Oleh Sasmita Nabila Syahrir 
 

8.1 Pendahuluan 
Laporan keberlanjutan merupakan hal penting oleh suatu 

entitas yang digunakan sebagai alat komunikasi kinerja 
perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan. 
Transparansi menjadi pondasi utama dalam membangun 
kesuksesan dan kepercayaan suatu perusahaan, ditengah 
meningkatnya kesadaran mengenai isu-isu lingkungan dan 
sosial, dan praktik bisnis yang berkelanjutan semakin menjadi 
fokus utama bagi perusahaan. 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang 
Penerapan Keuangan Berkelanjutan (POJK 51) mewajibkan 
perusahaan jasa keuangan untuk membuat Rencana Aksi 
Keuangan Berkelanjutan, dan melaporkannya setiap tahun. 

Pelaporan keberlanjutan dapat mendorong transparansi 
dan mendorong pertumbuhan pasar. Pelaporan keberlanjutan 
adalah alat yang ampuh bagi perusahaan untuk menunjukkan 
komitmen entitas terhadap kinerja lingkungan, sosial, dan tata 
kelola. Dengan mengkomunikasikan secara jelas upaya dan 
kemajuan entitas di bidang-bidang lingkungan, sosial, dan tata 
kelola, perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan 
membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan, 
termasuk investor, pelanggan, dan karyawan. 

Kita ketahui, selain mengejar keuntungan, entitas harus 
berperan dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat, dan 
turut kontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan 
(Wijayanti, 2016). 

Dalam bab ini, kita akan memahami lebih lanjut apa yang 
dimaksud dengan Pelaporan Keberlanjutan dan Transparansi 
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dan bagaimana manfaatnya bagi perusahaan dan pemangku 
kepentingan. 
 

8.2 Definisi Pelaporan Berkelanjutan 
Laporan keberlanjutan yaitu suatu laporan yang rancang 

oleh suatu entitas atau perusahaan untuk memberikan 
gambaran kinerja entitas dalam berbagai aspek, yaitu aspek 
sosial, lingkungan dan ekonomi. 

Laporan berkeberlanjutan juga berupa laporan 
nonkeuangan yang dibuat oleh suatu entitas dalam 
menyampaikan kemajuan suatu entitas dalam berbagai 
parameter keberlanjutan, termasuk aspek lingkungan, sosial 
dan tata kelola, serta risiko-risko dan dampak yang 
kemungkinan terjadi pada saat ini atau di masa akan datang. 
 

8.3 Definisi Transparansi 
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau 

kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi 
tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang 
kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-
hasil yang dicapai (Loina Lalolo Krina P, 2003). 

Transparansi data adalah prosedur agar data dapat 
diakses oleh semua orang. Hal ini sangat penting agar 
memungkinkan orang untuk membuat keputusan yang masuk 
akal, membantu suatu entitas dalam menjaga akuntabilitasnya 
dan menciptakan kepercayaan serta keandalan. 

Ada banyak cara di mana transparansi data membantu 
menerapkan keberlanjutan. Salah satu cara krusialnya adalah 
menciptakan prosedur pengelolaan lingkungan yang lebih baik. 
Sistem ini memungkinkan dunia usaha untuk mempertahankan 
dan meningkatkan dampak berkelanjutannya dan melakukan 
perbaikan melalui peraturan yang tepat. 

 

8.4 Pelaporan Berkelanjutan Dan Transparansi 
Pelaporan berkelanjutan dan transparansi merupakan 

suatu pegangan yang membuktikan bahwa suatu organisasi atau 
suatu unit menjalankan operasinya dengan integritas dan 
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bertanggungjawab yang tinggi. Pelaporan berkelanjutan 
berkaitan dengan pengungkapan informasi yang berkaitan 
dengan dampak ekonomi, lingkungan dan soisla dari kesgiatan 
suatu entitas atau perusahaan. Di dalam bab ini, transparansi 
artinya memberikan informasi dengan jelas dan secara terbuka 
kepada pemangku kepengtingan, contohnya seperti pemegang 
saham, pelanggan, dan masyarakat umum. 

Laporan berkelanjutan melibatkan hal-hal seperti praktik 
berkelanjutan, kebijakan lingkungan, proyek tanggung jawab 
sosial perusahaan (CSR), ddan upaya untuk mengurangi dampak 
lingkungan. Transparansi dalam pelaporan ini diartikan tidak 
hanya dalam memberikan informasi yang baik saja, tetapi juga 
pengakuan dan cara mengatasi tantangan ataupun kekurangan 
yang mungkin saja ada.  

Pelaporan keberlanjutan dan transparansi merupakan 
faktor yang semakin penting bagi keberhasilan perusahaan. 
Perusahaan harus menunjukkan komitmen mereka terhadap 
nilai-nilai ini dengan memberikan informasi yang jelas dan 
akurat tentang kinerja sosial dan lingkungan entitasnya, jika 
ingin membangun kepercayaan dengan para pemangku 
kepentingan sekaligus melihat peluang baru dalam suatru 
bisnis.  
 

8.5 Tujuan Pelaporan Berkelanjutan Dan 
Transparansi 

Pelaporan berkelanjutan dan transparansi memiliki 
beberapa tujuan, sebagai berikut : 
1. Informasi Pemangku Kepentingan 

Entitas dapat memberikan informasi bagi pemangku 
kepentingan seperti pemegang saham, pemasok, dan 
masyarakt umum. Informasi ini dapat memudahkan 
pemangku kepentingan untuk mengetahui dan juga 
memahami tentang suatu entitas beroperasi dan turut serta 
terhadap berbagai aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. 

2. Akuntabilitas 
Akuntabilitas adalah pertanggungjelasan atas segala 
aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi 
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stakeholder (Mardiasmo, 2018).  Akuntabilitas yang 
dimaksud yaitu meningkatkan akuntabilitas dengan 
memberikan informasi mengenai praktik berkelanjutan, 
kinerja lingkungan, dan upaya tanggung jawab sosial entitas. 
Hal ini memudahkan suatu entitas untuk memberikan 
jawaban atas pertanyaan dan juga kritik, dan memberikan 
solusi atas tantangan yang kemungkinan akan terjadi. 

3. Kepercayaan Dan Reputasi 
 Mendirikan kepercayaan dengan memberikan transparansi 

dan konsistensi dalam pelaporan. Hal ini dapat 
meningkatkan reputasi organisasi di mata pemangku 
kepentingan dan masyarakat umum. 

4. Kepatuhan Dan Peraturan 
Memenuhi persyaratan hukum dan peraturan terkait 
pelaporan keberlanjutan dan transparansi. Banyak negara 
dan lembaga pemerintah mengharuskan organisasi untuk 
menyediakan laporan tertentu terkait dampak mereka pada 
lingkungan dan masyarakat. 

5. Inovasi Dan Efisiensi 
Mendorong inovasi dan efisiensi dengan mendorong 
organisasi untuk mengevaluasi dan meningkatkan proses 
bisnis mereka untuk mencapai tujuan keberlanjutan. 

6. Perbaikan Kinerja  
Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam kinerja 
organisasi. Dengan menyediakan data dan informasi yang 
terukur, organisasi dapat menilai dampak dari kebijakan 
dan praktik mereka, serta merancang strategi untuk 
meningkatkan kinerja keberlanjutan. 

7. Manajemen Risiko 
Laporan berkelanjutan memudahkan entitas untuk 
mengatur risiko-risiko yang berhubungan dengan aspek 
sosial dan lingkungan. Dengan memberikan data juga 
informasi yang akurat, laporan bnerkelanjutan juga 
memudahkan entitas mengetahui potensi dampak negatif 
dari aktivitas bisnis entitas serta pengambilan keputusan 
untuk meminimalkan risiko yang ada. 
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8. Daya Tarik Investor 
Dengan adanya laporan berkelanjutan, para investor 
semakin kuat dan juga tidak dilema dalam memberikan 
pilihan sebagai pengambilan keputusan yang tepat atas isi 
dari laporan berkelanjutan yang telah di berikan oleh 
entitas. Laporan berkelanjutan yang baik serta transparansi 
dapat meningkatkan daya tarik investor untuk suatu entitas 
pada suatu bisnis yang berkelanjutan.  

 
Pada umumnya, pelaporan berkelanjutan dan 

transparansi mempunyai tujuan utama, yaitu menumbuhkan 
lingkungan yang lebih terbuka, bertanggungjawab dan 
berkelanjutan dalam praktik bisnis pada suatu entitas. 
 

8.6 Akibat Tidak Adanya Laporan Berkelanjutan 
Dan Transparansi 

Tanpa adanya laporan berkelanjutan dan transparansi, 
beberapa kemungkinan akan muncul, yaitu sebagi berikut : 
1. Ketidakjelasan Pemahaman 

Tanpa laporan yang menyediakan informasi terperinci, 
pemangku kepentingan mungkin memiliki pemahaman yang 
terbatas atau tidak akurat tentang dampak organisasi pada 
ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. 

2. Kurangnya akuntabilitas 
Tanpa transparansi, organisasi mungkin kurang akuntabel 
terhadap praktik-praktiknya. Ini dapat menyebabkan 
kurangnya insentif untuk meningkatkan kinerja 
keberlanjutan atau mengatasi masalah yang mungkin timbul. 

3. Kehilangan kepercayaan 
Keterbukaan dan transparansi adalah kunci untuk 
membangun dan mempertahankan kepercayaan pemangku 
kepentingan. Tanpa laporan yang jelas, organisasi dapat 
kehilangan kepercayaan masyarakat dan pemegang saham. 

4. Tidak memenuhi persyaratan hukum 
Banyak yurisdiksi mengharuskan organisasi untuk 
memberikan laporan keberlanjutan sebagai bagian dari 
kewajiban hukum mereka. Tanpa pelaporan yang memadai, 
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organisasi dapat menghadapi sanksi atau konsekuensi 
hokum. 

5. Kurangnya perbaikan dan inovasi 
Tanpa pemantauan dan evaluasi terbuka, organisasi mungkin 
kurang termotivasi untuk melakukan perbaikan dan inovasi 
dalam keberlanjutan dan tanggung jawab social 

6. Potensi tantangan hukum dan reputasi 
Organisasi mungkin menghadapi risiko tantangan hukum 
atau serangan reputasi jika praktik-praktik yang tidak 
berkelanjutan atau tidak etis terungkap secara mendadak, 
tanpa adanya laporan yang merinci tindakan yang diambil 
untuk memperbaiki situasi tersebut. 
 

8.7 Langkah-Langkah Membuat Laporan 
Berkelanjutan 

Membuat laporan berkelanjutan melibatkan langkah-
langkah tertentu untuk memastikan bahwa informasi yang 
disampaikan sesuai, akurat, dan relevan. Berikut adalah 
panduan umum untuk membuat laporan keberlanjutan : 
1. Tentukan tujuan dan sasaran 

Identifikasi tujuan laporan berkelanjutan Anda. Tetapkan 
sasaran yang spesifik dan ukurannya. 

2. Identifikasia pemangku kepentingan 
Kenali siapa yang akan membaca dan menggunakan laporan 
Anda. Pemangku kepentingan bisa termasuk investor, 
karyawan, pelanggan, dan masyarakat umum. 

3. Kumpulkan data 
Kumpulkan data yang relevan dan signifikan untuk 
mencerminkan kinerja perusahaan Anda sesuai dengan 
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

4. Gunakan metode pengukuran standar 
Pastikan menggunakan metode pengukuran yang standar 
dan diakui secara internasional, terutama jika Anda ingin 
membandingkan kinerja Anda dengan perusahaan lain. 
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5. Sampaikan informasi dengan jelas 
Hindari penggunaan istilah teknis yang sulit dimengerti. 
Sampaikan informasi dengan cara yang jelas dan mudah 
dicerna. 

6. Gunakan informasi visual 
Gunakan grafik, tabel, dan grafis lainnya untuk membantu 
menyajikan data secara visual dan mudah dipahami. 

7. Jelaskan tindakan perbaikan dan rencana masa depan 
Jelaskan langkah-langkah konkret yang telah diambil untuk 
meningkatkan kinerja, dan sertakan rencana masa depan 
untuk mencapai tujuan berkelanjutan. 

8. Berikan konteks 
Sertakan konteks yang relevan, seperti tren industri atau 
perbandingan dengan tahun sebelumnya, untuk 
memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja. 

9. Dorong keterlibatan pemangku kepentingan 
Ajak pemangku kepentingan untuk memberikan umpan 
balik dan berpartisipasi dalam proses perencanaan 
keberlanjutan. 

10. Review dan verifikasi 
Pastikan laporan Anda telah direview dan diverifikasi oleh 
pihak yang berkompeten untuk memastikan akurasi dan 
keandalan informasi. 

 

8.8 Prinsip-Prinsip Pelaporan Berkelanjutan 
Prinsip-prinsip utama laporan berkelanjutan dapat 

bervariasi tergantung pada tujuan dan fokusnya. Namun, 
umumnya, beberapa prinsip umum yang sering muncul dalam 
laporan berkelanjutan melibatkan transparansi, akuntabilitas, 
dan responsibilitas. Berikut beberapa prinsip umum laporan 
berkelanjutan : 
1. Transparansi 

Laporan berkelanjutan seharusnya transparan dalam 
memberikan informasi yang relevan dan akurat. Transparansi 
mencakup pengungkapan terbuka mengenai kebijakan, 
praktik, dan kinerja perusahaan. 
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2. Akuntabilitas 
Perusahaan harus bertanggung jawab atas dampaknya 
terhadap berbagai aspek, seperti lingkungan, sosial, dan 
ekonomi. Laporan berkelanjutan seharusnya mencerminkan 
tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai pemangku 
kepentingan (stakeholders) 

3. Responsibilitas 
Laporan berkelanjutan seharusnya mencakup tanggung 
jawab perusahaan terhadap isu-isu keberlanjutan dan upaya 
yang dilakukan untuk mengatasi atau meminimalkan dampak 
negatif serta meningkatkan dampak positifnya. 

4. Keterlibatan Stakeholders 
Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan 
laporan berkelanjutan dapat meningkatkan validitas dan 
relevansi informasi yang disajikan. Pemangku kepentingan 
termasuk karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat 
umum. 

5. Kesinambungan 
Laporan berkelanjutan seharusnya mencerminkan komitmen 
perusahaan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan, baik dari 
segi ekonomi, lingkungan, maupun sosial. 

6. Integrasi dan strategi bisnis 
Informasi yang disajikan dalam laporan berkelanjutan 
seharusnya terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan. 
Ini mencakup bagaimana aspek-aspek keberlanjutan 
diintegrasikan ke dalam operasi dan pengambilan keputusan 
perusahaan. 

7. Siklus laporan berkala 
Laporan berkelanjutan biasanya memiliki siklus pelaporan 
berkala, seperti tahunan atau kuartalan, untuk memberikan 
pemahaman yang komprehensif tentang perubahan dan 
perkembangan dari waktu ke waktu. 

 
Prinsip-prinsip pelaporan keberlanjutan yang berkualitas 

menjadi pedoman para pemangku kepentingan sehingga dapat 
melihat aspek bidang lingkungan, sosial dan tata kelola yang 
baik kedepannya. Kualitas informasi yang berkualitas juga 
membuat pemangku kepentingan untuk membuat penilaian 
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yang valid dalam suatu organisasi dalam entitas dan untuk 
mengambil tindakan yang tepat. 
 

8.9 Kategori Pengungkapan Pelaporan 
Berkelanjutan 

Dalam membuat pelaporan berkelanjutan harus memuat 
beberapa kategori, yaitu sebagai berikut : 
1. Ekonomi yang membahas aliran modal antara pemangku 

kepentingan yang berbeda dan dampak utama ekonomi dari 
sebuah organisasi di seluruh masyarakat. 

2. lingkungan dimana yang berhubungan dengan sistem alami 
yang hidup dan tak hidup, termasuk tanah, air, udara dan 
ekosistem. 

3. sosial yang menyangkut dampak organisasi pada sistem 
sosial di tempat organisasi beroperasi. Dalam kategori sosial 
ini, ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian pada 
kategori sosial, yaitu : 
a. Kepegawaian 

Yang melibatkan hubungan tenaga kerja dan manajemen, 
kesehatan dan keselamatan kerja serta palatihan untuk 
tenaga kerja. 

b. Hak asasi manusia 
Entitas harus memperhatikan pemangku kepentingan yang 
berkaitan dengan hak asasi manusia. 

c. Masyarakat 
Pihak entitas harus memperhatikan dampak yang terjadi 
terhadap masyarakat sekitar di tempat mereka beroperasi. 

d. Tanggung jawab atas produk 
Pada kategori ini berkaitan dengan kesehatan dan 
keselamatan dari pengguna produk dan pelanggan . 

4. Kinerja keuangan 
Kinerja keuangan yang dimaksud adalah suatu pandangan 
untuk mengetahui suatu entitas dalam menggunakan aturan-
aturan pelaksanaan keuangan yang sesuai standard dan 
ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau 
GAAP (General Acepted Accounting Principle). 
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Secara keseluruhan, penting bagi entitas untuk selalu 
mengikuti perkembangan yang ada dalam transparansi dan 
pengungkapan keberlanjutan agar tidak tertinggal dalam 
persaingan, baik investasi dalam praktik berkelanjutan maupun 
ekspektasi pemangku kepentingan terus berkembang dengan 
pesat. 
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BAB 9 
ASPEK ETIKA DALAM AKUNTANSI 
KEBERLANJUTAN 
 
Oleh I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi 
 
9.1 Pendahuluan 

Globalilsasil tellah melmpelrluas lilngkup bilsnils 
ilntelrnasilonal delngan melmbuka pasar yang lelbilh luas dan 
melmfasilliltasil pelrdagangan ilntelrnasilonal yang lelbilh celpat dan 
lelbilh elfilsileln. Melnurut Cavusgill (2008) dalam (Kartawilnata elt al., 
2014), bilsnils ilntelrnasilonal adalah kelgilatan pelrdagangan dan 
ilnvelstasil yang dillakukan olelh pelrusahaan swasta maupun 
pelmelrilntah mellilntasil batas suatu nelgara delngan nelgara lailnnya. 
Bilsnils ilntelrnasilonal dillaksanakan delngan tujuan untuk 
melnilngkatkan standar hildup suatu nelgara, melnilngkatkan 
pelrtumbuhan elkonomil, dan melnambah lapangan kelrja. Dil 
sampilng iltu, bilsnils ilntelrnasilonal juga mampu melndorong 
ilndustrilalilsasil dan ilnvelstasil pelrusahaan multilnasilonal 
(Suryanto & Kurnilatil, 2022). Namun, keltelrbukaan dalam pasar 
ilntelrnasilonal juga tellah melmunculkan tantangan baru dalam hal 
eltilka, kelbelrlanjutan, dan tanggung jawab sosilal pelrusahaan.  

Dalam mellaksanakan bilsnils ilntelrnasilonal, pelrusahaan 
harus melmpelrtilmbangkan dampaknya pada masyarakat lokal, 
lilngkungan, dan elkonomil selrta melmastilkan bahwa tanggung 
jawab sosilalnya dapat dilpelnuhil. Saat ilnil, belrbagail nelgara tellah 
melnuntut pelrusahaan untuk melmillilkil eltilka bilsnils, selrta 
melnelrapkan kelbelrlanjutan dan Corporatel Socilal Relsponsilbillilty 
(CSR) selcara konsilsteln dalam pellaksanaan bilsnilsnya 
(Handayanil & Hildayatil, 2022). Kelbiljakan telrselbut lahilr daril 
delsakan masyarakat seltelmpat atas pelrillaku pelrusahaan yang 
melngabailkan tanggung jawab sosilal (Dilselmadil & Prananilngtyas, 
2020). Olelh karelna iltu, eltilka, kelbelrlanjutan, dan tanggung jawab 
sosilal selmakiln pelntilng untuk melmastilkan bahwa pelrusahaan 
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dapat belropelrasil selcara belrkellanjutan dan melmelnuhil harapan 
pelmangku kelpelntilngan.  

Lilngkungan asilng yang celndelrung belrbelda daril 
lilngkungan domelstilk melrupakan halangan utama bilsnils 
ilntelrnasilonal dalam mellaksanakan kelgilatan usahanya. Standar 
eltils yang tilnggil dilpelrlukan untuk melnjaga hubungan yang bailk 
delngan para pelmangku kelpelntilngan selpelrtil miltra bilsnils, 
pelmelrilntah, masyarakat lokal, pellanggan, dan ilnvelstor 
(Tambunan elt al., 2022). Sellailn iltu, kelbelrlanjutan juga 
melrupakan faktor yang pelntilng karelna dapat melmpelngaruhil 
kelsilnambungan dan kelmampuan pelrusahaan untuk teltap 
belropelrasil dil masa delpan. Dil luar tujuan utamanya untuk 
melnghasillkan laba, tanggung jawab sosilal juga melrupakan suatu 
hal yang pelntilng melngilngat bahwa pelnelrapan CSR dalam 
opelrasil bilsnils dapat melncilptakan ciltra melrelk dan hubungan 
yang posiltilf delngan para pelmangku kelpelntilngan (stakelholdelrs) 
pelrusahaan (Afilfah elt al., 2021).  

Pelrhatilan masyarakat telrhadap lilngkungan bukan lagil hal 
yang dapat dilpandang selbellah mata olelh pelrusahaan selbagail 
unilt bilsnils. Tujuan pelrusahaan tildak bolelh hanya belrorilelntasil 
pada laba selcara filnansilal jangka pelndelk saja, teltapil juga 
melngarah pada laba jangka panjang. Laba jangka panjang dapat 
dilcapail apabilla pelrusahaan melmelrhatilkan alam selcara 
telrilntelgrasil dalam stratelgil pelrusahaan (Brown & Delelgan, 1998; 
Butlelr, 2011). Hal ilnil dilselbabkan manusila dan alam melmillilkil 
ilntelraksil selcara langsung ataupun selcara tildak langsung delngan 
alam (Bourdelau, 2004).  

Pelmbangunan belrkellanjutan melnurut World Commilssilon 
On Elnvilronmelntal Delvellopmelnt (WCElD) tahun 1987 adalah 
pelmbangunan yang belrusaha melmelnuhil kelbutuhan haril ilnil 
tanpa melngurangil kelmampuan gelnelrasil melndatang untuk 
melmelnuhil kelbutuhannya. Delfilnilsil telrselbut, apabilla diltilnjau 
lelbilh luas, melnjellaskan bahwa aktilviltas bilsnils yang 
dilkelmbangkan saat ilnil sangat elrat delngan kellelstarilan 
lilngkungan jangka panjang. Olelh karelna iltu, ilsu lilngkungan 
melrupakan hal yang pelrlu dilpelrhatilkan dalam bilsnils.  

Pelrusahaan pelrlu melmilkilrkan upaya pelngilmbangan laju 
elkonomil delngan upaya konselrvasil lilngkungan alam dan 



 

101 

mellahilrkan paradilgma elkonomil yang melmasukkan ilsu 
lilngkungan kel dalamnya. Felrnandels dan Souto (2009) 
melnjellaskan bahwa untuk melmasukkan aspelk lilngkungan kel 
dalam paradilgma elkonomil bukanlah hal yang mudah. Pelrlu ada 
pelmahaman eltilka telrhadap lilngkungan daril pelmangku 
kelpelntilngan. Adanya kelsadaran eltilka telrhadap lilngkungan 
melrupakan prosels jangka panjang bagil ilndilvildu, organilsasil, 
ataupun selkellompok masyarakat luas. Manusila harus melnyadaril 
bahwa ilntelraksil antarmanusila melmbawa dampak langsung 
ataupun tildak langsung telrhadap lilngkungan.  

Mannilng, Vallilelrel, dan Milntelelr (1999) melnjellaskan 
bahwa manusila tildak hanya fokus pada dilril selndilril 
(antroposelntilc), teltapil harus fokus pada kelhildupan makhluk 
hildup lailn dil selkiltarnya (bilocelntrilc) dan kelsilnambungan 
hubungan antara manusila dan alam (elcocelntrilc). Apabilla 
manusila hanya fokus pada kelpeltilngannya selndilril delngan 
melngabailkan alam dan lilngkungan, maka tildak akan telrwujud 
kelhildupan jangka panjang. Makhluk hildup lailn juga harus 
dilpandang melmillilkil kelpelntilngan telrseldilril yang belrhak untuk 
hildup. Artilnya, dalam konselp bilocelntrilc, antara manusila dan 
alam melmillilkil hak yang sama untuk hildup. Dalam konselp 
elcocelntrilc, manusila melnjaga kelsellarasan kelpelntilngannya 
delngan kelpelntilngan alam. Dalam hal ilnil telrjadil hubungan tilmbal 
balilk yang sellaras antara manusila dan alam (Bourdelau, 2004).  

Garrilga dan Mellel (2004) melnjellaskan bahwa upaya 
pelrusahaan dalam melncelrmilnkan nillail eltilka lilngkungan dil 
dalam aktilviltas bilsnilsnya adalah delngan melnelrapkan Corporatel 
Socilal Relsponsilbillilty (CSR). Dalam melngilnformasilkan kelgilatan 
CSR kelpada stakelholdelrs, telntunya pelrlu pelngungkapan. 
Suttilpun dan Stanton (2012) melnyilmpulkan hasill pelnelliltilannya 
telrhadap 75 pelrusahaan yang lilstilng dil bursa elfelk pada 2007 
untuk melngujil hubungan antara pelngungkapan lilngkungan dan 
belrbagail karaktelrilstilk pelrusahaan dil nelgara belrkelmbang. Hasill 
pelnelliltilan melngungkapkan bahwa 62 pelrusahaan (83%) 
melnyeldilakan ilnformasil lilngkungan dalam laporan tahunan. 
Pelrusahaan yang belrgelrak dalam ilndustril sumbelr daya alam 
melnyusun pelngungkapan ilnformasil lilngkungan yang lelbilh 
lelngkap dilbandilngkan delngan ilndustril agrilkultur dan makanan. 
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Pelngungkapan ilnformasil lilngkungan dildasarkan pada belbelrapa 
alasan, antara lailn pelrmilntaan daril stakelholdelr, telkanan daril 
aturan, kelkuatan daril organilsasil lilngkungan, pelngaruh 
kompeltiltor dan pelrusahaan multilnasilonal, pelnilngkatan 
produktilviltas dan daya sailng.  

Gunawan (2015b) melmaparkan bahwa pelngungkapan 
pelrusahaan melngelnail CSR lelbilh lelngkapnya dilpaparkan 
pelrusahaan dalam laporan kelbelrlanjutan (sustailnabillilty relport). 
Pelngungkapan dalam laporan kelbelrlanjutan melngacu pada 
Global Relportilng Ilniltilatilvel (GRIl) velrsil kel-4 (G4). Acuan pada G4 
ilnil melnggelselr pelmahaman artil pelntilng daril laporan 
kelbelrlanjutan yang melnelkankan kuantiltas pelngungkapan 
melnjadil kualiltas pelngungkapan. Ukuran kualiltas adalah 
rellelvansil daril ilnformasil pelngungkapan dan matelrilaliltas daril 
ilnformasil telrselbut bagil pelmangku kelpelntilngan. Namun, silfat 
pelngungkapan ilnformasil dalam laporan kelbelrlanjutan seltilap 
tahunnya masilh sukarella. Artilnya, tildak ada paksaan atau 
kelwajilban bagil pelrusahaan untuk mellaporkan ilnformasil 
aktilviltas sosilal dan lilngkungan dalam laporan telrselndilril cukup 
dil dalam bagilan CSR laporan tahunan.  

Gunawan (2010) mellakukan pelnelliltilan melngelnail 
pelngungkapan ilnformasil dil dalam laporan tahunan guna 
melmelnuhil kelbutuhan ilnformasil CSR olelh stakelholdelr. Hasill 
pelnelliltilannya melnyilmpulkan bahwa ilnformasil lilngkungan 
melrupakan ilnformasil yang dilanggap tildak telrlalu pelntilng bagil 
pelmangku kelpelntilngan selcara rata–rata, padahal keltelrtarilkan 
stakelholdelr, telrutama ilnvelstor. telrhadap pelrusahaan yang 
melmillilkil pelrhatilan telrhadap ilsu lilngkungan sangat melnilngkat. 
Pelnanganan telrhadap ilsu lilngkungan dapat melnilngkatkan ilmagel 
pelrusahaan (Hanseln & Moweln, 2015; Gunawan, 2015a). 
Pelngungkapan ilnformasil lilngkungan dilanggap tildak telrlalu 
pelntilng bailk olelh pelmangku kelpelntilngan maupun pelrusahaan 
karelna kelsadaran atas pelntilngnya pelngungkapan ilsu lilngkungan 
bellum dilsadaril olelh pelrusahaan dan masilh kurang telkanan daril 
masyarakat, pelmelrhatil lilngkungan dan sanksil daril pelmelrilntah. 
Sellailn iltu, Filggel dkk. (2002) melnjellaskan bahwa pelrhatilan 
pelrusahaan telrhadap lilngkungan sangat relndah karelna 
pandangan pelrusahaan bahwa tanggung jawab telrhadap 
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lilngkungan melrupakan bilaya bagil pelrusahaan. Namun, 
dilpandang daril silsil lailn, aktilviltas tanggung jawab lilngkungan 
dapat melmbelrilkan manfaat jangka panjang dalam kilnelrja 
elkonomil pelrusahaan.  

 

9.2 Legitimacy Theory  
O’Donovan (2002) belrpelndapat bahwa lelgiltilmasil 

organilsasil dapat dillilhat selbagail selsuatu yang dilbelrilkan 
masyarakat kelpada pelrusahaan dan selsuatu yang dililngilnkan 
atau dilcaril pelrusahaan daril masyarakat. Delngan delmilkilan, 
lelgiltilmasil melrupakan manfaat atau sumbelr daya potelnsilal bagil 
pelrusahaan untuk belrtahan hildup (goilng concelrn) karelna 
telrjadil hubungan tilmbal balilk antardua elntiltas, yailtu 
pelrusahaan dan lilngkungan..  

Lelgiltilmacy ils dynamilc iln that thel rellelvant publilc 
contilnuously elvaluatel corporatel output, melthod, and goals 
agailnstan elvelr-elvolvilng elxpelctatilon. Thel lelgiltilmacy gap willl 
fluctuatel wilthout any changels iln actilon on thel part of thel 
corporatilon. Ilndeleld, as elxpelctatilon of thel rellelvant publilcs changel 
thel corporatilon must makel changels or thel lelgiltilmacy gap willl 
grow as thel lelvell of conflilct ilncrelasels and thel lelvells of posiltilvel and 
passilvel support delcrelasels.  

Lelgiltilmasil melngalamil pelrgelselran seljalan delngan 
pelrgelselran masyarakat dan lilngkungan yang dilselbut selbagail 
lelgiltilmacy gap. Pelrgelselran ilnil dapat telrjadil selndilril tanpa ada 
tilndakan apa pun olelh pelrusahaan karelna silfat lelgiltilmasil 
dilnamils. Pelrusahaan harus dapat melnyelsuailkan pelrubahan 
telrselbut bailk mellaluil produk, meltodel, maupun tujuan yang 
diljalankan. Apabilla pelnyelsuailan telrhadap lelgiltilmacy gap tildak 
dillakukan, akan melnilmbulkan konflilk.  

Delngan kata lailn, lelgiltilmacy gap dapat diljellaskan selbagail 
pelrbeldaan antara elkpelktasil yang dilharapkan daril stakelholdelr 
telrhadap aktilviltas elntiltas dan kondilsil aktual atas aktilviltas 
elntiltas dil dalam masyarakat. Olelh karelna iltu, elntiltas belrupaya 
melmpelrkelcill lelgiltilmacy gap yang ada, teltapil adanya tantangan 
kondilsil elkstelrnal yang tildak dapat dilkelndalilkan (Melrchant & 
Steldel, 2012).Teloril Lelgiltilmasil melnjadil dasar bagil ilnfomasil 
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lilngkungan kelpada para pelmangku kelpelntilngan (Brown & 
Delelgan, 1998; Delelgan & Gordon, 1996; Guthrilel & Parkelr, 1990; 
O'Donovan, 2002; Willmshurst & Frost, 2000).  

Keltelrkailtan teloril lelgiltilmasil delngan eltilka belrangkat daril 
pelmahaman (Melrquilor, 1980) yang melnjellaskan bahwa 
lelgiltilmasil melngandung dua makna dasar, yailtu powelr dan norm. 
Pada ranah yudilsilal, lelgiltilmasil melngandung artil pelnyelrahan 
kelpada otoriltas yang belrkuasa dan silap melnjalankan aturan 
yang dilteltapkan. Hal ilnil sama maknanya delngan lelgiltilmus yang 
belrartil law (hukum). Pada ranah sosilal, lelgiltilmasil melngandung 
makna norma.  

Nillail-nillail eltilka dil dalam pelrusahaan harus telrus 
diladaptasil delngan pelrubahan nillail–nillail dalam masyarakat yang 
sellalu dilnamils. Delngan telrus melnjaga lelgiltilmasil pelrusahaan dan 
lilngkungan, pelrusahaan dapat melnilngkatkan kilnelrja 
elkonomilnya selbagail sasaran jangka panjang. 
 

9.3 Etika Lingkungan  
Kelraf (1998) melnjellaskan bahwa eltilka lilngkungan 

melmbahas manusila selbagail ilndilvildu dan selbagail kellompok 
delngan lilngkungan alam yang lelbilh luas dalam totaliltasnya, dan 
juga hubungan antara manusila yang satu dan lailnnya yang 
belrdampak langsung atau tildak langsung pada lilngkungan hildup 
selcara kelselluruhan.  

Pelmbahasan eltilka lilngkungan melrupakan hal pelntilng 
dalam bilsnils karelna ilntelraksil bilsnils sangat melmelngaruhil 
lilngkungan dan belrdampak bagil gelnelrasil yang akan datang. 
Kelsadaran atas eltilka lilngkungan melmbawa dampak bagil kilnelrja 
elkonomil yang dilukur selcara luas selpelrtil dilungkap dalam Global 
Relportilng Ilniltilatilvel (GRIl) – G4, yailtu aspelk filnansilal, dampak 
elkonomil tildak langsung, prosels pelngadaan dan kelbelradaan 
pasar.  
Kok elt al. (2001) melndelfilnilsilkan CSR selbagail belrilkut thel 
oblilgatilon of a filrm to usel ilts relsourcels iln ways to belnelfilt socilelty, 
through commiltteld partilcilpatilon as a melmbelr of socilelty, takilng 
ilnto account thel socilelty at largel and ilmprovilng wellfarel of socilelty 
at largel, ilndelpelndelnt of dilrelct gailns of thel company  
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Delfilnilsil dil atas melnjellaskan bahwa CSR melrupakan 
tilndakan yang melmbawa kelbailkan bagil masyarakat pada masa 
yang akan datang dan selsuail delngan hukum yang belrlaku. 
Dilselbutkan dil atas bahwa CSR tildak hanya melmelnuhil kelwajilban 
atas pelraturan yang belrlaku, teltapil lelbilh daril iltu harus 
melmbawa manfaat bagil masyarakat.  

Socilal relsponsilbillilty belrdasarkan IlSO 26000 : 2010 
dildelfilnilsilkan selbagail tanggung jawab organilsasil atas dampak 
putusan dan aktilviltasnya telrhadap masyarakat selrta lilngkungan 
selcara transparan dan pelrillaku eltilk.  

Daril delfilnilsil dil atas, seltildaknya ada elmpat aspelk pelntilng 
yang pelrlu dilpelrhatilkan.  
1. Tildak hanya pelrusahaan yang harus telrkailt delngan 

tanggung jawab sosilal, teltapil selluruh belntuk organilsasil 
yang telrmotilvasil atas standar IlSO 26000 untuk belrtilndak 
dalam ranah yang belrtanggung jawab selcara sosilal.  

2. Selbellum selbuah organilsasil melngambill putusan, selbailknya 
dilpelrtilmbangkan dampak yang tilmbul akilbat putusan 
telrselbut, kelmudilan melmpelrsilapkan relncana tilndakan yang 
belrtanggung jawab atas dampak yang tilmbul. Selluruh 
aktilviltas organilsasil dilpandu olelh putusan melrelka. Aktilviltas 
organilsasil melngarahkan rantail nillail yang dilselbut SIlPOC 
(supplilelr, ilnput, procelss, output and consumelr).  

3. IlSO 26000 : 2010 melnjellaskan bahwa lilngkup dampak 
pelngambillan putusan melncakup masyarakat, elkonomil, dan 
lilngkungan. Salah satu contohnya selhubungan pelngambillan 
putusan untuk melmbellil daril supplilelr lokal ataupun supplilelr 
luar nelgelril, sellailn melmpeltilmbangkan harga juga carbon 
footprilnt yang ada.  

4. Pelngungkapan ilndilkator yang telrkailt delngan CSR 
lilngkungan dil dalam GRIl G4 diljellaskan dalam ElN 1 – 34, 
yang melncakup aspelk bahan, elnelrgil, ailr, kelanelkaragaman 
hayatil, elmilsil, elflueln dan lilmbah, produk dan jasa, 
kelpatuhan, dan transportasil, aselsmeln pelmasok atas 
lilngkungan, pelngaduan.  

 
Dilmelnsil kelbelrlanjutan elkonomil belrkailtan delngan 

dampak organilsasil telrhadap keladaan elkonomil bagil pelmangku 
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kelpelntilngannya dan telrhadap silstelm elkonomil dil tilngkat lokal, 
nasilonal, dan global. Katelgoril elkonomil melnggambarkan arus 
modal dil antara pelmangku kelpelntilngan yang belrbelda dan 
dampak elkonomil utama daril organilsasil dil selluruh lapilsan 
masyarakat.  

Pelngukuran kilnelrja elkonomil melnurut GRIl – G4 telrbagil 
atas selmbillan ilndilkator yang dilkellompokan melnjadil elmpat 
aspelk, yailtu elkonomil, kelbelradaan pasar, dampak elkonomil tildak 
langsung, praktilk pelngadaan. 
 

9.4 Etika Lingkungan dan Kinerja Ekonomi 
Hubungan antara eltilka lilngkungan dan kilnelrja elkonomil 

bellum diltelmukan dalam belbelrapa relfelrelnsil jurnal, teltapil 
pelngaruh eltilka lilngkungan telrhadap kilnelrja teltap dapat 
diljellaskan. Pelrusahaan yang melnanamkan eltilka lilngkungan dil 
dalam aktilviltasnya telntu tildak akan melmelngaruhil kilnelrja 
elkonomil selcara jangka pelndelk. Relflelksil eltilk telrhadap 
lilngkungan akan melmelngaruhil kilnelrja elkonomil selcara jangka 
panjang. Kilnelrja elkonomil yang tellah diljellaskan selbellumnya 
melncelrmilnkan pelnilngkatan selcara filnansilal dan melngurangil 
dampak nelgatilvel elxtelrnaliltilels telrhadap lilngkungan.  

Konselp eltilka delontologil yang dilkelmukakan dalam Kelraf 
(1998) melnjellaskan bahwa pellaksaaan eltilka melrupakan suatu 
kelwajilban yang silfatnya melngharuskan. Pelrbuatan dilkatakan 
belreltilka apabilla dillaksanakan selsuail delngan prosels yang belnar. 
Orilelntasil bukan selcara hasill. Adanya UU yang melngatur 
tanggung jawab sosilal dan telkanan daril stakelholdelr dapat 
melnjellaskan bahwa pelngungkapan CSR yang belrsilfat mandatoril 
dapat diltelrilma selcara belreltilka dan akan melmbawa pelngaruh 
pada kilnelrja elkonomil. Sellailn iltu, Zsolnail (2011) melnjellaskan 
bahwa eltilka lilngkungan akan melmbawa dampak kelbelrlanjutan 
bilsnils jangka panjang delngan melngurangil dampak nelgatilf 
telrhadap lilngkungan yang akan melnilngkatkan kualiltas alam. 
Sellailn iltu, kelsellarasan manusila delngan alam akan melmbawa 
dampak bagil kelseljahtelraan manusila.  

Pelndapat dil atas, apabilla dilpelrluas, dapat dilmaknail 
bahwa eltilka lilngkungan akan melmbawa kelbelrlangsungan bagil 
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bilsnils mellaluil kelsellarasan delngan alam yang diljellaskan mellaluil 
pelncapailan kilnelrja elkonomil. Pelnelliltilan Huang dan Kung (2011) 
melmpelrkuat pelndapat telrselbut atas mellaluil hasill pelnelliltilannya 
yang melngujil pelngaruh kelsadaran lilngkungan pada kelunggulan 
belrsailng pelrusahaan. Pelnelliltilan yang melnggunakan sampell 
selbanyak 227 relspondeln melnjellaskan bahwa kelsadaran 
lilngkungan akan melmbawa dampak pada pelnilngkatan kilnelrja 
elkonomil belrupa pelnilngkatan pelrtumbuhan filnansilal, 
kelunggulan belrsailng, pelngurangan dampak polusil, produk yang 
belrkualiltas dan ramah lilngkungan. Paradilgma kelbelrlanjutan 
melrupakan nillail–nillail yang telrcelrmiln dalam eltilka pelrusahaan. 
Hal ilnillah yang melnjadil dasar pelrusahaan untuk melnjalankan 
tanggung jawab sosilalnya (Bourdelau,2004; Radyatil,2014; O’ 
Donovan,2000; Loumbelvel, 2008). Pelrusahaan yang 
melnanamkan eltilka lilngkungan akan melnelrapkan aktilviltas CSR 
telrhadap lilngkungan dan mellaporkan kelpada pelmangku 
kelpelntilngan selbagail wujud pelrtanggungjawabannya. Eltilka 
melnjadil dasar dalam pellaksanaan CSR karelna melnyangkut hak 
dan kelwajilban (modell delontologil) daril pelmangku kelpelntilngan 
pelrusahaan, dil antaranya masyarakat dan lilngkungan. Melrelka 
harus dilpelrlakukan selcara adill. Artilnya, aktilviltas pelrusahaan 
tildak bolelh melngganggu kelseljahtelraan masyarakat atau 
melrusak lilngkungan (Delelgan, 2002; Hasnas, 1998).  

Banyak motilf yang melndasaril pelrusahaan melnjalankan 
praktilk CSR dan melnyajilkan ilnformasil kelpada pelmangku 
kelpelntilngan, antara lailn melncilptakan ilmagel pelrusahaan 
(Gunawan, 2015a; Adams, 2002), melmpelrtahankan relputasil 
pelrusahaan dan melngilkatkan karyawan (Alil & Alil, 2011; Lelanilz 
& Bosquel, 2013), melmbelrilkan ilnformasil pelmelgang saham 
dalam pelngambillan putusan ilnvelstasil (Willmshurst & Frost, 
2000), melmelnuhil kelwajilban hukum (Delelgan, 2002; Ahmad & 
Sulailman, 2004), melncapail kilnelrja yang lelbilh bailk (Orliltzky, 
Schmildt & Rynels, 2003)  

Gunawan, Djajadilkelrta, dan Smilth (2008) mellakukan 
pelnelliltilan delngan melngambill sampell selluruh pelrusahaan yang 
telrdaftar dalam bursa elfelk Ilndonelsila pelrilodel 2003–2006 untuk 
mellilhat aspelk pelngungkapan yang palilng banyak diljellaskan 
pelrusahaan telrkailt CSR. Pelnelliltilannya melnggunakan telknilk 
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contelnt analysils daril laporan tahunan pelrusahaan. Hasillnya 
adalah aspelk lilngkungan belrada pada urutan kelelmpat daril 
dellapan aspelk pelngungkapan, belrturut-turut sumbelr daya 
manusila, produk, komuniltas/masyarakat, lilngkungan, hubungan 
elkstelrnal, elnelrgil, ilnformasil lailnnya dan kelbelrlanjutan. Millnel, 
Oweln, dan Tillt (2000) juga melnjellaskan hasill pelnelliltilan yang 
selrupa untuk pelrusahaan dil Australila dan Nelw Zelaland. 
Pelngungkapan CSR lelbilh dilarahkan kelpada aspelk komuniltas 
dan masilh kurang untuk aspelk lilngkungan.  

Orliltzky, Schmildt, dan Rynels (2003) mellakukan 
pelnelliltilan pelngaruh CSR telrhadap kilnelrja keluangan pelrusahaan 
untuk melngujil good managelmelnt thelory (Waddock & Gravels, 
1997) delngan melnganbill sampell data yang dilobselrvasil 
selbanyak 33,878 data daril 52 pelnelliltilan selbellumnya. Hasill 
pelnelliltilan melrelka melnujukkan bahwa CSR lilngkungan tildak 
belrpelngaruh pada kilnelrja keluangan. Namun, lailn halnya delngan 
pelnelliltilan Mahonely dan Robelrts (2007) yang melngujil pelngaruh 
pelngungkapan CSR telrhadap kilnelrja pelrusahaan delngan 
melngambill sampell 352 data pelrusahaan dil Canada daril tahun 
1997–2000 yang telrdaftar dil bursa elfelk. Daril pelnelliltilan iltu 
dilpelrolelh bahwa pelngungkapan atas kilnelrja lilngkungan 
melrupakan faktor yang sangat domilnan dalam melnilngkatkan 
kilnelrja pelrusahaan yang dilukur delngan pelnilngkatan Relturn On 
Asselt dan Relturn On Elquilty.  

Ilsu lilngkungan yang saat ilnil melnjadil treln topilk bagil 
pelmangku kelpelntilngan pelrusahaan masilh diltanggapil kurang 
selrilus olelh pelrusahaan. Pelngungkapan lilngkungan yang 
melrupakan bagilan daril CSR pun masilh bellum melnjadil priloriltas. 
Pelrusahaan melnganggap bahwa aktilviltas telrkailt lilngkungan 
melrupakan belban. Namun, apabilla ilsu lilngkungan melnjadil 
pelrhatilan pelrusahaan, kilnelrja elkonomil pelrusahaan dalam 
jangka panjang dapat melnilngkat.  

Pelnelliltilan ilnil melngambill populasil daril 68 pelrusahaan dil 
Ilndonelsila yang melmublilkasilkan laporan kelbelrlanjutan tahun 
2014 yang mampu melmbelrilkan pelnjellasan bahwa eltilka 
lilngkungan akan melmbelrilkan pelngaruh pada kilnelrja elkonomil 
delngan CSR selbagail varilabell meldilasil. Eltilka lilngkungan tildak 
dapat melnjellaskan pelngaruh selcara langsung kelpada kilnelrja 
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elkonomil karelna eltilka melrupakan nillail–nillail yang belrsilfat 
abstrak selhilngga pelrlu pelnelrapan nyata dalam pelncapailan 
sasaran yang dilharapkan. Eltilka lilngkungan melnjadil dasar 
pelnelrapan CSR lilngkungan.  

Saran bagil praktilk bilsnils adalah pelnelrapan eltilka 
lilngkungan dapat melmbelrilkan pelngaruh pada kilnelrja dalam 
jangka panjang, teltapil harus dilaplilkasilkan mellaluil aktilviltas CSR 
dan dilungkap kelpada pelmangku kelpelntilngan. Pelmangku 
kelpelntilngan saat ilnil sudah selmakiln kriltils dalam melngelvaluasil 
kilnelrja pelrusahaan yang tildak hanya mellilhat profilt selbagail 
tujuan satu–satunya, teltapil 3P, telrmasuk dil dalamnya 
lilngkungan.  

 

9.5 Etika Bisnis 
Belrbilcara melngelnail eltilka bilsnils, selbelnarnya belrbilcara 

melngelnail eltilka yang melncakup bagailmana bilsnils diljalankan 
selcara adill (failrnelss) dan selsuail delngan hukum yang belrlaku 
(lelgal). Pelmbahasan melngelnail eltilka bilsnils, tildak dapat 
dillelpaskan daril pelmbilcaraan melngelnail eltilka. Kata 'eltilka' 
belrasal daril kata Yunanil elthos yang melngandung artil yang 
cukup luas yailtu, telmpat yang bilasa diltilnggalil, kandang, padang 
rumput, kelbilasaan, adat, akhlak, watak, pelrasaan, silkap dan cara 
belrpilkilr. Belntuk jamak elthos adalah ta-eltha yang belrartil adat 
kelbilasaan. 

Dil dalam pelrusahaan, labell bilsa dilgambarkan dalam 
belntuk kodel eltilk yang dilstandarkan pelrusahaan. Standar ilnil 
dildasarkan daril nillail-nillail yang belrkelmbang yang kelmudilan 
dilkumulatilfkan delngan nillail-nillail tradilsil dan budaya yang ada dil 
pelrusahaan. Eltilka dapat melnjadil kaildah dasar selbagail acuan 
belrtilndak elntiltas selmua ellelmeln yang ada dalam pelrusahaan. 
Dilnamilsasil pelrusahaan sellalu mellilbatkan ilntelrnal dan elkstelrnal 
pelrusahaan. Dalam praktelknya pelrusahaan akan sellalu 
belrurusan delngan selmua ellelmeln yang ada, bailk iltu karyawan, 
pelmelgang saham, konsumeln, komuniltas, stakelholdelr, dan 
lilngkungan. Seltellah kilta melmahamil melngelnail eltilka, barulah kilta 
dapat melmahamil eltilka bilsnils.  
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Eltilka bilsnils adalah standar moral, tata nillail dan pelrselpsil 
yang belrlaku dalam masyarakat yang melnganggap para 
pellanggarnya bukanlah orang yang belradab, belrmartabat 
relndah dan selbagailnya, olelh karelna iltu belrbilsnils delngan eltilka 
bilsnils adalah melnelrapkan aturan-aturan umum melngelnail eltilka 
pada pelrillaku bilsnils. Dalam kondilsil selpelrtil ilnil eltilka bilsnils 
melnyangkut moral, kontak sosilal, hak-hak dan kelwajilban, 
prilnsilp-prilnsilp dan aturan-aturan.  

Bilsnils yang bailk tildak selkeldar melncaril keluntungan, 
teltapil melmillilkil milsil yang luhur yailtu melnilngkatkan 
kelseljahtelraan masyarakat dan melmbuat hildup manusila lelbilh 
manusilawil mellaluil pelmelnuhan kelbutuhan selcara bailk. Bilsnils 
yang bailk (good busilnelss) bukan saja yang melnguntungkan, 
teltapil juga yang bailk selcara moral atau eltilka. Pelnelrapan dan 
pellaksanaan eltilka bilsnils dalam kelgilatan bilsnils selharil-haril harus 
telrus melnelrus dan konsilsteln diljalankan olelh para pelngusaha 
selhilngga tilngkat telrjadilnya pellanggaran telrhadap eltilka bilsnils 
selmakiln haril selmakiln melnurun. 
 

9.6 Etika Bisnis berbasis Akuntansi Lingkungan  
Pelrusahaan melmelrlukan dukungan daril stakelholdelrs 

selpelrtil pelmelgang saham, pelgawail, konsumeln, kreldiltur, supplilelr, 
pelmelrilntah dan aktilvils untuk dapat melncapail tujuan jangka 
panjangnya. Dukungan untuk bilsnils selcara umum telrgantung 
pada kreldilbilliltas pelnelmpatan stokelholdelrs dalam komiltmeln 
pelrusahaan. Kilnil stakelholdelr melngilngilnkan kelgilatan 
pelrusahaan akan lelbilh melnghargail kelpelntilngan dan hal-hal 
yang belrmanfaat bagil melrelka, dalam artil yang luas pelrusahaan 
dilmilnta untuk melnelntukan silkap eltils dalam melncapail 
kelsukselsan. Belrilkut ilnil belbelrapa faktor yang melnyelbabkan 
pelrubahan telrhadap pelnillailan kelbelrhasillan pelrusahaan yaknil 
(Dharmayantil, 2011):  
1. Urusan lilngkungan 

Dilmulail daril masalah pelncelmaran udara yang belrfokus 
pada pilpa asap pabrilk yang melnyelbabkan ilriltasil pada 
masyarakat selkiltar pabrilk. Sellailn pelncelmaran udara, yang 
harus dilpelrhatilkan adalah pelncelmaran ailr. 
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2. Selnsilviltas moral 
Belrkailtan delngan telkanan publilk akan adanya keladillan 
dalam keltelngakelrjaan. Hal telrselbut kilnil tellah telrcantum 
dalam hukum, pelraturan, kontrak dan kelgilatan-kelgilatan 
pelrusahaan. 

3. Pelnillailan buruk dan aktilvils 
Telkanan masyarakat atau kellompok telrtelntu melnyelrang 
ilnstansil dilnillail buruk, selpelrtil pelrusahaan Ilndorayon yang 
dilboilkot karelna melmbuang lilmbah delngan prosels yang 
tildak standar. Para ilnvelstor belrpandangan bahwa 
ilnvelstasil melrelka selharusnya tildak hanya untuk 
melndapatkan pelndapatan namun juga untuk masalah-
masalah eltils. 

4. Elkonomil dan telkanan pelrsailngan 
Pelrkelmbangan pasar global yang melmbelrilkan 
kelselmpatan bagil pelrusahaan untuk melndilstrilbusilkan 
produknya kel selluruh dunila. Olelh karelna iltu dilpelrlukan 
relstrukturilsasil yang melmungkilnkan produktilviltas yang 
lelbilh tilnggil dan bilaya yang lelbilh relndah.  

5. Skandal keluangan kelselnjangan elkspelktasil dan 
kelselnjangan kreldilbilliltas  
Pelnyalahgunaan jabatan dalam bildang kelungan tellah 
melmbuat krilsils kelpelrcayaan telrhadap laporan kelunagan 
pelrusahaan dan pelmelrilntah. Hal telrselbut melnyelbabkan 
telrjadilnya kelselnjangan elkspelktasil dilmana selharusnya 
pilhak pelrusahaan melnyampailkan keladaan pelrusahaan 
selbelnarnya malah mellakukan manilpulasil. 

6. Kelgagalan kelpelmilmpilnan dan pelnillailan relsilko 
Pelmelrilntah melnyadaril pelntilng untuk mellilndungil 
kelpelntilngan publilk, dilmana delwan dilrelksil pelrusahaan 
tellah melmpelrkilrakan pelnillailan dan melyakilnil bahwa 
relsilko yang dilhadapil olelh pelrusahaan tellah dilatur delngan 
bailk, selrta relsilko eltilka kilnil tellah melnjadil aspelk kuncil 
prosels pelncapailan tujuan pelrusahaan. 

7. Pelnilngakatan kelilngilnan transparansil 
Kurangnya kelpelrcayaan stakelholdelr akan kelgilatan yang 
diljalanil pelrusahaan melnilmbulkan kelgilatan ilnvelstor dan 
stakelholdelr yang lailn. 
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8. Silnelrgil selmua faktor dan pelnguatan ilnstiltusilonal 
Hubungan dilantara selmua faktor belrdampak pada 
elkspelktasil publilk telrdapat masalah eltilka. Dilmana 
akilbatnya masyarakatnya akan lelbilh sadar akan 
pelntilngnya kontrol telrhadap pelrillaku pelrusahaan yang 
tildak eltils. Kelsadaran publilk telrselbut belrilmbas pada dunila 
poliltilk, yang melnyatakan relaksilnya dalam hal pelnyusunan 
hukum dan pelraturan. Hal telrselbut akan melngakomodasil 
kelsadaran publilk dalam prosels pelnguatan ilnstiltusil dan 
pelnelgakan hukum.  

 

9.7 Peran Etika dalam Bisnis Internasional  
Dalam mellaksanakan kelgilatan bilsnils ilntelrnasilonal, 

pelrusahaan harus belropelrasil dil lilngkungan asilng yang belragam, 
selpelrtil kelkuatan poliltilk, elkonomil, pelrsailngan, dan budaya 
(Silrilpilpatthanakul, 2021). Eltilka melrupakan unsur yang sangat 
pelntilng dalam bilsnils ilntelrnasilonal karelna lilngkungan bilsnils 
ilntelrnasilonal selrilngkalil belrbelda daril lilngkungan bilsnils 
domelstilk. Standar eltils yang tilnggil dilpelrlukan untuk melnjaga 
hubungan yang bailk delngan para pelmangku kelpelntilngan 
selpelrtil miltra bilsnils, pelmelrilntah, masyarakat lokal, pellanggan, 
dan ilnvelstor (Tambunan elt al., 2022).  

Selcara umum, eltilka melrupakan relflelksil kriltils melngelnail 
hal yang harus dan hal yang tildak bolelh dillakukan (Belrtelns, 
2014). Dalam kontelks bilsnils, eltilka melrupakan suatu kodel eltilk 
yang melngatur pelrillaku anggota pelrusahaan delngan pilhak 
ilntelrnal dan elkstelrnal belrdasarkan nillail-nillail moral dan norma 
yang belrlaku pada suatu daelrah (Rahilmajil, 2019). Eltilka 
melmailnkan pelran pelntilng dalam pellaksanaan bilsnils 
ilntelrnasilonal. Pada nelgara asilng dil mana pelrusahaan 
belropelrasil, kelhadilran eltilka dapat melmbantu melmastilkan 
bahwa pelrusahaan belropelrasil delngan cara yang belrtanggung 
jawab dan adill dil nelgara telrselbut.  

Dalam pellaksanaan bilsnils ilntelrnasilonal, eltilka belrpelran 
untuk melneltapkan standar moral yang dilharapkan pada 
pelrusahaan yang belropelrasil dil nelgara asilng. Standar ilnil 
melmbantu melmastilkan bahwa pelrusahaan tildak telrlilbat dalam 
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praktilk yang melrugilkan, selpelrtil korupsil, elksploiltasil telnaga 
kelrja, atau pellanggaran hak asasil manusila. Dil sampilng iltu, eltilka 
juga melmbantu pelrusahaan dalam melnjaga hubungan yang bailk 
delngan pilhak-pilhak yang telrlilbat dalam kelgilatan bilsnils 
ilntelrnasilonal. Hal ilnil melrupakan selsuatu yang krusilal 
melngilngat bahwa hubungan yang bailk dapat melmbantu 
pelrusahaan dalam melmpelrolelh lilselnsil, ilziln, maupun dukungan 
daril pelmelrilntah dan masyarakat seltelmpat.  

Selbuah pelrusahaan yang bailk harus melnelrapkan eltilka 
bilsnils dalam rangka melnjaga kelpelntilngan selluruh pilhak yang 
telrlilbat, telrmasuk dil dalamnya karyawan, pellanggan, ilnvelstor, 
masyarakat, dan lilngkungan (Hasoloan, 2018). Delngan 
melmatuhil eltilka bilsnils yang bailk, pelrusahaan dapat 
melnilngkatkan relputasilnya dil nelgara opelrasilonal, selhilngga 
kelpelrcayaan pellanggan, karyawan, dan ilnvelstor juga akan 
melngalamil pelnilngkatan selcara tildak langsung (Nandilwardhana, 
2020). Sellailn iltu, eltilka juga belrpelran pelntilng dalam melnjaga 
konsilstelnsil kelputusan bilsnils. Dalam melnghadapil budaya, nillail, 
dan norma yang belrbelda-belda pada seltilap nelgara, eltilka bilsnils 
melnjadil peldoman utama dalam mellaksanakan kelputusan 
telrkailt kelgilatan dalam bilsnils ilntelrnasilonal.  

Eltilka bilsnils, kelbelrlanjutan, dan Corporatel Socilal 
Relsponsilbillilty (CSR) masilng- masilng melmillilkil pelran yang 
pelntilng dalam kelgilatan bilsnils ilntelrnasilonal. Keltilga faktor yang 
salilng telrkailt dalam bilsnils ilntelrnasilonal ilnil melmailnkan manfaat 
dalam melmastilkan bahwa pelrusahaan belropelrasil selcara 
belrtanggung jawab, belrkellanjutan, dan melmbelrilkan manfaat 
bagil masyarakat dan lilngkungan dil selluruh dunila. Eltilka bilsnils 
melmastilkan bahwa pelrusahaan belropelrasil selcara belrtanggung 
jawab dan belrilntelgriltas dalam lilngkungan ilntelrnasilonal yang 
komplelks dan belragam, melngilngat pelrbeldaan budaya, nillail, dan 
hukum yang belrbelda-belda dil seltilap nelgara dan willayah. 
Selmelntara iltu, praktilk bilsnils yang belrkellanjutan melnjadil 
selmakiln pelntilng dalam bilsnils ilntelrnasilonal karelna adanya 
telkanan lilngkungan dan sosilal yang selmakiln melnilngkat, selrta 
tuntutan konsumeln dan pelmelrilntah yang melmpelrhatilkan 
dampak sosilal dan lilngkungan daril bilsnils.  
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Keltilka belropelrasil pada lilngkungan dan nelgara telrtelntu, 
pelrusahaan juga harus melmpelrtilmbangkan tanggung jawab 
sosilalnya telrhadap masyarakat dan lilngkungan seltelmpat. 
Delngan melnelrapkan CSR dalam opelrasilonalnya, pelrusahaan 
akan mampu melngelmbangkan kelgilatan yang belrkellanjutan dan 
belrmanfaat posiltilf bagil masyarakat dan lilngkungan dil selluruh 
dunila. Pelrusahaan yang melngilntelgrasilkan eltilka bilsnils, 
kelbelrlanjutan, dan CSR kel dalam stratelgil bilsnilsnya dapat 
melmpelrolelh manfaat jangka panjang, selpelrtil melmpelrkuat 
relputasil pelrusahaan, melnilngkatkan elfilsilelnsil opelrasilonal, dan 
melmastilkan kelbelrlangsungan bilsnils jangka panjang.  
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